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ABSTRAK

LUFITA N. DUNGGIO. E1121012. ANALISIS PENGELOLAAN DANA
DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI

DESA LAMAHU KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN
BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana
desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu
Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian ini
menunjukkan pengelolaan dana desa di Desa Lamahu dilakukan melalui lima
tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban. Proses ini dilakukan secara partisipatif dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Perencanaan
dimulai melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk menetapkan prioritas
pembangunan, meskipun sering menghadapi kendala seperti partisipasi yang
minim dan keterbatasan sumber daya manusia. Pada tahap pelaksanaan, beberapa
program berjalan dengan baik, namun tantangan teknis seperti keterlambatan
pencairan dana dan faktor cuaca menghambat realisasi kegiatan. Penatausahaan
masih dilakukan secara manual dengan dukungan format digital sederhana; tétapi
belum sepenuhnya optimal dalam dokumentasi. Pelaporan dilakukan - secara;
berkala kepada pemangku kepentingan melalui forum resmi, sedangkan
pertanggungjawaban diawasi oleh Inspektorat Kabupaten melalui mekanigme ¢
audit untuk memastikan akuntabilitas. Meskipun menghadapi berbagai tantangan,
upaya transparansi dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa
menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif
dan berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas



ABSTRACT

LUFITA N. DUNGGIO. E1121012. THE ANALYSIS OF VILLAGE FUND
MANAGEMENT BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF
HOME AFFAIRS NUMBER 20 OF 2018 IN LAMAHU VILLAGE, SOUTH
BULANGO SUBDISTRICT, BONE BOLANGO REGENCY

This study aims to analyze the management of village funds, following the
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The findings
indicate that the management of village funds in Lamahu Village goes through
five main stages: planning, implementation, administration, reporting, and
accountability. This process is conducted participatively, adhering to the
principles of tramsparency and accountability as outlined in applicable
regulations. The planning stage begins with the Village Deliberation, which
identifies development priorities. However, challenges often arise, such as low
community participation and limited human vresources. During the
implementation phase, many programs are executed successfully. However,
technical issues—including delays in fund disbursement and adverse weather
conditions—can hinder activity realization. Administration of funds is primarily
manual, supported by simple digital formats, but documentation processes have
not yet been fully optimized. Reporting occurs periodically to stakeholders during
official forums, while accountability is overseen by the District Inspéciotate,
which conducts audits to ensure compliance. Despite facing various challenges,
the village government'’s commitment to transparency and routine evaluations cive
strategic measures that contribute to effective village fund management and
positively impact community welfare.

Keywords: village fund management, transparency, accountability
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO

“Minta restu dan ridho orang tua, insyaallah Tuhan juga meridhoi”

“Kalau mimpi kamu tidak membuat gelisah, tidak bikin kamu mempertanyakan, tidak bikin
kamu deg-degan itu artinya mimpi kamu tidak cukup besar. Mimpi itu jangan nanggung, mimpi

itu harus yang bikin kamu gemetar. [tu yang harus kamu cari.”

-Najwa Shibab-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbiil alamiin, sungguh sebuah perjuangan

yang cukup panjang telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan

bahagia yang kurasakan saat ini akan aku persembahkan kepada orang-orang yang ku sayangi

dan berarti dalam hidupku:

1.

Teruntuk kedua orang tuaku yang saya cintai dua orang yang sangat berjasa dalam hidup
saya, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini menempuh pendidikan setingggi-
tingginya. Kepada Cinta pertamaku Bapak Nasrun, terimakasih atas setiap cucuran
keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa
sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat
ini, dan Terimakasih telah menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh
terhadap keluarga. Untuk Ibu Olis H perempuan yang hebat yang sudah membesarkan
dan mendidik saya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat
bagiku. Terimakasih atas doa ibu yang sangat luar biasa, kasih sayang, nasihat, motivasi
sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini, semoga Bapak dan

Ibu sehat selalu dan panjang umur. Karena Bapak dan Ibu harus ada disetiap perjalanan



hidup saya. Dan terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meskipun terkadang
pemikiran kita tidak sejalan. Kalian akan menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
Terimamakasih banyak.

. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya (MFAP), terimakasih telah
menjadi sosok pendamping serta dalam segala hal, yang menemani saya dari awal
perkuliahan sampai saat ini, tempat berbagi suka duka, memberi dukungan, kasih sayang
dan semangat, serta perhatian kepada saya dalam penyusunan skripsi dari awal hingga
selesainya skripsi ini.

. Terakhir, kepada diri saya sendiri Lufita N. Dunggio. Terimakasih sudah bertahan atas
segala perjuangan, air mata dan ketidakpastian perjalanan panjang ini,yang selalu mampu

menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya akan selesai pada waktunya.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa sering kali diasosiasikan dengan masyarakat yang miskin, tradisional,
dan tertutup. Namun, desa sebenarnya memiliki nilai luhur dan kearifan lokal
yang tinggi. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang mandiri dan berdaulat
penuh. Sejak dahulu, desa telah memiliki sistem pemerintahan dan norma
sosialnya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.
Definisi ini diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang
menekankan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengurus
kepentingan masyarakatnya dengan tetap menghormati prinsip pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Transformasi signifikan terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan
yang lebih luas kepada desa, yang kini berperan sebagai pelaksana pembangunan.
Desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek
yang bertanggung jawab mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk
pengelolaan keuangan. Desa diberikan otoritas penuh untuk mengelola keuangan
secara mandiri, termasuk dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN).



Dana desa, yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015, bertujuan untuk
mempercepat pembangunan, meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan
masyarakat desa. Selain dana desa, sumber pendapatan desa mencakup
pendapatan asli desa, pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD),
bantuan keuangan, hibah, dan sumbangan lainnya. Pemerintah mengatur
pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang
mencakup  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban.

Desa Lamahu merupakan salah satu Desa diantara 10 Desa di Kecamatan
Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Hal ini terjadi akibat hasil Reformasi
pada tahun 1998. Desa Lamahu memisahkan diri dari Desa Huntu Selatan pada
tanggal 22 Juni 2007 dengan penjabat atau Kepala Desa kala itu bernama ABD.
Bari Hasiru. Desa ini sebelumnya bernama Desa HARAPAN dengan status ebagai
desa persiapan. Dan berubah menjadi LAMAHU dengan status Desa definitive
pada tanggal 10 Desember 2007. Pada akhir tahun 2007 diadakan Pemilihan
Kepala Desa, yang diikuti oleh 2 (dua) orang calon Kepala Desa, dengan
menghasilkan Bapak ABD.Bari Hasiru sebagai Kepala Desa terpilih serta
ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bone Bolango No 331 Tahun 2007 tanggal 10
Desember 2007.

Pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018
mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban hingga

pelaporan. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa proses pengelolaan
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dana desa belum berjalan optimal. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurain
Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan Desa Lamahu, ditemukan bahwa salah
satu kendala utama adalah kurangnya keterbukaan informasi terkait penggunaan
dana desa, sehingga masyarakat sulit mengakses laporan atau mengetahui alokasi
anggaran secara rinci. Selain itu, belum tersedianya sistem dokumentasi yang
memadai serta lemahnya pengawasan internal menyebabkan pelaporan
penggunaan dana desa tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini
berdampak pada kepercayaan publik dalam pengelolaan dana desa serta berisiko
menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang efektif dan efisien.

Selain itu, pengelolaan dana desa hingga saat ini belum memperlihatkan
dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi
maupun sosial. Meskipun dana desa telah disalurkan, hasilnya belum terlihat
dalam bentuk peningkatan pendapatan atau perbaikan kualitas hidup. Penelitian
ini dapat mengungkap penyebab kurangnya dampak tersebut serta memberikan
solusi untuk pengelolaan dana desa yang lebih efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Monica Putri Maria Roma (2020) berfokus
pada analisis pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk, Kecamatan Nita,
Kabupaten Sikka berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara garis besar
telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa permasalahan,
seperti keterlambatan dalam perencanaan akibat kurangnya kemampuan aparat
desa, serta kendala dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Keterlambatan penyampaian laporan akhir realisasi kegiatan dan laporan
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pertanggungjawaban terjadi karena kendala dalam pelaksanaan pembangunan
serta keterlambatan pencairan dana. Hal ini mencerminkan adanya tantangan
teknis dan manajerial dalam pengelolaan dana desa di daerah tersebut.

Sementara itu, penelitian Riswati (2021) mengkaji pengelolaan keuangan
desa di dua desa di Provinsi Jawa Barat berdasarkan aturan yang sama,
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan
keuangan desa di kedua desa tersebut telah berjalan dengan baik tanpa hambatan
yang berarti. Semua tahapan pengelolaan dilaksanakan secara akuntabel, dan
desa-desa tersebut telah menjalin kerja sama dengan BPSDM Jawa Barat untuk
meningkatkan kapasitas aparat desa. Penelitian ini lebih menyoroti keberhasilan
implementasi aturan dan pentingnya peningkatan kompetensi perangkat desa
dalam mendukung pengelolaan dana desa yang efektif.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat gap penelitian yakni
penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang
menyebabkan perbedaan implementasi pengelolaan dana desa, terutama terkait
kapasitas aparat desa, kendala teknis, dan kebijakan daerah. Selain itu, penelitian
terdahulu lebih terfokus pada tahapan tertentu tanpa memberikan gambaran yang
menyeluruh tentang seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu,
penelitian ini akan mengkaji lebih komprehensif pengelolaan dana desa
berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan fokus pada faktor-faktor
yang diambil untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa dan upaya

peningkatan kapasitas aparat desa.
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Besarnya kewenangan tentang pengelolaan dana desa ini menuntut desa
untuk mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara
akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat bahwa Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 merupakan aturan baru terkait pengelolaan keuangan desa,
peneliti ingin mengeksplorasi lebih jauh bagaimana implementasinya di lapangan.
Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan
Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang
mejadi rumusan masalah adalah bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan
Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana
pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa
Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan Peneitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun

2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.



1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menerapkan teori dan ilmu
yang diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan pengetahuan mengenai
ilmu tentang sector publik khususnya tentang pengelolaan dana desa.
1.4.2 Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Bagi peneliti sendiri, hal ini menjadi pelajaran serta menambah wawasan,
pengalaman dan intelektual atau pengetahuan tentang Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Permendagri No.20 Tahu 2018.
b. Bagi Perguruan Tinggi
Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menjadi inspirasi untuk
melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan
Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018, di kemudian hari
sebagai upaya penyempurnaan
c. Bagi Lokasi Penelitian
Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dalam pengelolaan dana
desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang pengeloloaan dana
desa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Kabupaten Bone

Bolango dalam mempertimbangkan pengelolaan keuangan desa.



BABII
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti
tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau
village yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area,
smaller than and town“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan
adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah
Kabupaten.

Menurut  Bintarto (2021), berdasarkan tinajuan geografi yang
dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial,
politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal
balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah
suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai
system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa
merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk



mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah
Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional



yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerin tahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui
pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan atauoun
dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan
pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan urusan
pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-ususl dan adat
istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya
pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat
penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “‘Pemerintahan”. Kepala
adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga
pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui
pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun
pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan
unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar

belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat
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strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka
desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan
pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna
penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa desa, yang secara
etimologis berasal dari bahasa Sansekerta "deca" berarti tanah air, merupakan
kesatuan masyarakat hukum dengan otonomi untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak
asal-usul dan adat istiadat. Desa memiliki peran strategis dalam sistem
pemerintahan Indonesia, diakui melalui berbagai peraturan seperti Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menggariskan kewenangan desa
dalam menjalankan pemerintahan, tugas pembantuan, serta urusan yang
diserahkan dari pemerintah pusat dan daerah. Desa berhak mengelola kepentingan
masyarakatnya, kelembagaan, serta mendapatkan sumber pendapatan, dan
berkewajiban untuk menjaga persatuan, meningkatkan kualitas hidup, demokrasi,
serta pelayanan masyarakat. Pembentukan desa juga mensyaratkan faktor-faktor
penduduk, luas wilayah, jaringan transportasi, sarana prasarana, serta kondisi
sosial budaya. Otonomi desa yang kuat berperan penting dalam mendukung
pelaksanaan Otonomi Daerah secara efektif.

2.1.2 Struktur Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20i4 tentang Desa Pasal 25

bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam
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ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan
sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya,
bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.
Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan;
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa
adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan
Pemerintahan  Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut,
Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu.
Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

c. Memegang kekeuasaanpengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. Menetapkan Peraturan Desa;

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. Membina kehidupan masyarakat desa;

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar

mencapai perckonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat desa;

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
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Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guma
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

Memanfaatkan teknologi tepat guna;

. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas

merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah,

diantaranya adalah:

1.

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
empertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
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5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,
profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi,dan
nepotisme;

6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di desa;

7. Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;

9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;

13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;

14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan
hidup;

15. Memberi kan informasi kepada masyrakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan
Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis d esa. Hal ini tercantum
pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:
Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

_— T - e L W - -l P PP R—— a——
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Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a
Undang-Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

pemerintahan desa kepada pemerintah desa;

2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa; dan

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja.

2.1.3 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi
yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan.

Menurut Sujarweni (2015), dana desa adalah salah satu issu krusial dalam
undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan
mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan
pemerataan pembangunan desa. Karena issu yang begitu krusial, para senator
menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan

pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.
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Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari
Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah
yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara
keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi
tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan
kewenangan desa yang menacakup penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan
demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk
menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk
menandai keseluruhan kewenangan sesuai denagan kebutuhan dan prioritas dana
desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk
mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk
menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas
penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi
tanggungjawab desa.

2.1.4 Sumber-sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
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desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa
didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah
daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh
pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan
keuangan desa.

Widjaja (2010) berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa tersebut secara
keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi
tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan
kewenangan desa yang mencangkup penyelenggaran pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian,
pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai
kewenangan tersebut.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan
bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan
desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain

pendapatan asli desa yang sah;
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b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian
diperuntukkan bagi desa;

c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang
pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan
Alokasi Dana Desa;

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1)
yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh
Kabupten/Kota. Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran
yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat
Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran,
penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana
Desa.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa
sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di
dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis

desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM).
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Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar
pada 5.300 kecamatan. Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak
terbesar di berbagai Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap
identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan
direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program
Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan
koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian
Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian teknis) dan penetapan kriteria yang
jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementrian/Lembaga bisa
direalokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya
berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap
masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun,
untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa
tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan kriteria
untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah
selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1
yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen
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dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni
dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk
menggerakkan orang melakukan seuatu pekerjaan.

Menurut Stoner (2004), pengelolaan merupakan proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota
organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Arief (2007:32)
pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah dacrah mempunyai kewenangan yang
lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah
terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran
pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam
bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses
baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa
(ADD).

Menurut Sujarweni (2015) Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa
secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya

dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan
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masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem
pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan
pemerintahan (Nurcholis, 2011:82). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan
desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili
pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh
karena itu, Kepala Desa mempunyai kewewenang:
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
¢. Menetapkan bendahara desa.
d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93
dalam Sujarweni (2015) pengelolaan keuangan desa meliputi:
a. Perncanaan;
b. Pelaksananan;
c. Penatausahaan;
d. Pelaporan; dan
e. Pertanggungjawaban;
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa,
dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa
menguasakan sebagian kekeuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan
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desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember.
2.1.6 Akuntabilitas

Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk
pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi atau pekerja
individu bertanggungjawab dan untuk apa organisasi pekerja individu
bertanggungjawab (Mahsun, 2014). Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat
dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi
amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah sering ada istilah akuntabilitas
publik yang berarti pemberian informasi dari disclosure atas aktivitas dan kinerja
finansial pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.
Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi
informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Bastian (2015) menambahkan akuntabilitas berhubungan terutama dengan
mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang
lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan
otonomi daerah, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari
sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam

penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan
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publik. Oleh karena itu makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar proses
formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi.
2.1.7 Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Keuangan Desa (APBDesa)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Pemendagri tersebut bertujuan untuk
memudahkan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga
tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama
yaitu transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan
mekanisme penyusunan APBDesa yang di atur dalam Pemendagri tersebut akan
menjelaskan siapa yang dan kepada siapa yang bertanggungjawab, dan bagaimana
cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara
pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang
dimuat dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

Menurut Bastian (2015) untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam
menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu
maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh
proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar
belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala
prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan

partisipasi masyarakat.
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Menurut Bastian (2015) untuk menimalisir bahkan mencegah terjadinya

penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan

pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di

setiap

a)

b)

g)

desa yang adalah sebagai berikut:
Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif,
terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang

dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, ada lima tahapan pengelolaan

keuangan desa yaitu;

1.

Perencanaan: Perencanaan adalah suatu proses di mana Pemerintah Desa
merumuskan rencana pembangunan Desa sesuai dengan wewenangnya dan
mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Proses ini
mencakup perencanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDes). RKPDes berperan sebagai dasar untuk penyusunan Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang kemudian diresmikan dalam

bentuk Peraturan Desa. Penyusunan RKPDes dilakukan secara partisipatif

melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang

melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat

Desa.

. Pelaksanaan

Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

i.

ii.

ii.

iv.

Terkait dengan pemberian penghasilan tetap, tunjangan, dan
jaminan sosial untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Menyediakan operasional untuk Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), PKK, Posyandu, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Linmas, Karang Taruna, Premi
Asuransi, insentif operasional untuk RT dan RW.
Menyelenggarakan musyawarah perencanaan Desa dan pembahasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Merawat dan membangun kantor Desa serta melakukan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik dalam bentuk fisik
maupun non-fisik.

Penghasilan Sekretaris Desa dibatasi maksimal hingga 80% dari
penghasilan tetap Kepala Desa, sedangkan untuk Perangkat Desa

sekitar 60%, dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah
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perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan lokasi geografis
desa.

b. Bidang Pembangunan Desa; melibatkan proyek-proyek pembangunan
atau rehabilitasi infrastruktur seperti sarana irigasi Desa, jalan Desa,
serta pembangunan fasilitas dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan dan
prioritas daerah Desa.

3. Penatausahaan
Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap transaksi penerimaan
dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan, yang
bertindak sebagai pelaksana fungsi Bendahara Desa. Penetapan Bendahara

Desa harus dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai dan berdasarkan

keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang dipilih

oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan
keuangan Desa sesuai dengan pelaksanaan APBDes. Proses pencatatan
dilakukan dengan mencatat setiap transaksi ke dalam buku kas umum, yang
kemudian ditutup setiap akhir bulan. Selanjutnya, laporan penggunaan

ADD dibuat setiap bulan dan disampaikan kepada Sekretaris Desa sebelum

tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan ini akan melalui tahap verifikasi,

evaluasi, dan analisis sebelum akhirnya diserahkan kepada Kepala Desa.
4. Pelaporan
Pelaporan mengenai penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD)

dilakukan dalam dua fase. Fase pertama adalah laporan berkala, yang
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mencakup informasi tentang pelaksanaan penggunaan ADD. Laporan ini
disusun secara rutin setiap semester sesuai dengan tahapan pencairan dana.
Fase kedua adalah laporan pertanggungjawaban yang mencakup realisasi
penerimaan ADD, termasuk pelaksanaan dan penyerapan dana,
permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian. Hasil akhir
dari penggunaan ADD diungkapkan melalui laporan ini.
5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) secara
terintegrasi dilakukan bersama pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, bentuk
pertanggungjawabannya adalah melalui laporan pertanggungjawaban
APBDes. Kepala Desa, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap
laporan pertanggungjawaban, menyajikan laporan mengenai realisasi
pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun
anggaran. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran
yang bersangkutan. Bentuk laporan ini diintegrasikan dengan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan
keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan Menteri ( maksudnya Menteri Dalam
Negeri). Kemudian jika kita lihat juga pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan
keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
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Adapun penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan dalam penelitian

ini,terdapat pada tabel berikut:

No.

| Nama Penelﬁ
dan Tahun
Penelitian

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Monica Putri
Maria Roma
(2020)

Riswati (2021) |

Analisis Pengelolaan
Keuangan Desa
Berdasarkan
Permendagri Nomor
20 Tahun 2018 Pada
Desa Tebuk
Kecamatan Nita
Kabupaten Sikka

Analisis Pengelolaan
Keuangan Desa
Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun
2018, Tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa

Hasil penelitian, secara garis besar
menunjukan bahwa pengelolaan
keuangan desa sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih
ada beberapa ketentuan yang belum
sesuai. Pertama pada tahap
perencanaan terjadi keterlambatan
dalam penetapan APBDesa yang
disebabkan oleh kurangnya
kemampuan aparat desa. Selanjutnya
pada tahap pelaksanaan juga
mengalami keterlambatan dalam
penyampaian laporan akhir realisasi
kegiatan yang disebabkan oleh
kendala dalam pelaksanaan
pembangunan. Selain itu, pada tahap
pertanggungjawaban juga mengalami
keterlambatan penyampaian laporan
pertanggungjawaban. Hal ini
disebabkan karena keterlambatan
pencairan dana yang berakibat pada
terlambatnya penyelesaiaan
pekerjaan.

| Hasil yang didapat bahwa 2 (dua)

desa tersebut, bahwa pengelolaan
keuangan desa dilakukan merujuk
kepada Permendagri Nomor 20 Tahun
2018, dan dalam operasionalnya tidak
mengalami masalahan danhambatan-
hambatan, semua berjalan dengan
baik dan dapat
dipertanggungjawabkan secara
akuntabel.Desa telah bekerjasama
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dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat,
dalam meningkatkan kapasitas
kompetensi pejabat pengelolaan
keuangan desa.

Dewi Shinta Analisis Pengelolaan | Hasil penelitian menunjukan bahwa
Murti Utami Keuangan Desa pelaksanaan Keuangan Desa Mangir
Berdasarkan yang meliputi perencanaan,
Permendagri Nomor | pelaksanaan, penatausahaan,
20 Tahun 2018 (Studi | pelaporan dan pertanggungjawaban
Kasus Pada Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20
Mangir Kecamatan Tahun 2018.
Rogojampi Kabupaten
Banyuwangi)
Wahyu Harry | Analisis Pengelolaan | Hasil penelitian menenjukkan bahwa
Setiyawan Keuangan Desa transparansi dalam Pengelolaan
(2023) Berdasarkan Keuangan Desa di Desa Wonokromo
Permendagri No 20 tahun 2021 telah berjalan dengan baik
Tahun 2018 Tentang | namun masih terdapat
Pengelolaan ketidaksesuaian. Dalam penerapan
Keuangan Desa (Studi | asas akuntabilitas merujuk aspek
Kasus di Desa tercapainya pelaksanaan tujuan dan
Wonokromo organisasi, Pemerintah Desa
Kecamatan Comal Wonokromo mengalami kendala
Kabupaten Pemalang | dalam mengatur pembagian dana desa
Tahun 2021) dalam penanganan Covid-19.

Kemudian berkaitan adanya laporan
pertanggunggungjawaban, ditemukan
adanya ketidaksesuaikan tugas
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang dilaksanakan
bendahara desa dalam penyusunan
pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan. Dalam asas partisipasi
pengelolaan keuangan desa telah
dilaksanakan dengan optimal. Namun
pada tahap partisipasi terdapat
indikator yang menunjukan adanya
ketidaksesuaian dengan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan
pada proses pengelolaan keuangan
Desa Wonokromo dari perencaan
hingga pertanggungjawaban sudah
sesuai dengan Permendagri No 20
Tahun 2018.
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2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam era kemajuan dan tuntutan pengelolaan dana publik, khususnya
Dana Desa, menjadi fokus utama untuk mewujudkan pemerintahan yang
akuntabel dan efisien. Penelitian ini, berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan
Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango" dilatarbelakangi oleh keterlibatan
masyarakat desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, dalam pengelolaan dana
desa masih belum optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari
aparat desa kepada masyarakat tentang pentingnya dilakukan musyawarah desa

Dalam gambaran kerangka pemikiran ini, akan membahas secara mendalam
dan terstruktur tentang landasan teoretis yang mendasari pemilihan topik
penelitian ini, urgensi penelitian dalam konteks pengelolaan dana desa, serta
rancangan metodologi yang diterapkan untuk mengungkap dinamika pengelolaan
dana desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018.

Berikut ini adalah gambaran mengenai tinjauan penyusunan analisis

akuntabilitas pengelolaan dana desa:

Desa Lamahu Kec. Bulango
Selatan Kab. Bone Bolango

==

. J

Analisis Pengelolaan Dana
Desa

¥

i
Peraturan Dalam Negeri
‘ No.20 Tahun 2018 '
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-

Rekomendasi .— —P

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi
objek dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan
Kabupaten Bone Bolango.
3.2 Metode Penelitian

Sugiyono (2020:1) berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara

ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara
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ilmiah berarti kegiatan ilmiah itu berdasarkan pada karakteristik keilmuan itu
merupakan gabungan antara pendekatan rasional, empiris, dan sistematis.
3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif,
metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana jenis penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah penelitian yang
mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesa
Singarimbun (2020). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Studi kasus adalah
teknik penelitian yang lebih menekankan kedalaman atau keutuhan objek yang
diteliti walaupun dengan wilayah yang terbatas Suprayogo (2021:138).

3.2.2 Operasional Variabel

30
Berdasarkan kerangka pikir r  menjadi operasional variabel dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.1
Operasional Variabel
Variabel __- ) Indikator Sumber
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
Pengelolaan Dana Desa | 3. Penatausahaan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018
4. Pelaporan
5. Pertanggung jawaban
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3.2.3 Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan
secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat
dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel
yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto,
2010:22). Data primer juga merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari
tempat penelitian baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk dokumen.
2. Data Sekuder
Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data
yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi
yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data
sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto
dan lain-lain (Arikunto: 2010:22). Data sekunder juga merupakan data penelitian
yang diperoleh dengan tidak langsung, berupa buku, peneliti terdahulu, dan
aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian.
3. Studi Kepustakaan
Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal
dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Beberapa literature
buku yang menjadi pedoman dalam pembahasan analisis perencanaan.

3.2.4 Metode Pengumpulan Data
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Untuk memperoleh data serta keterangan yang dipperoleh dalam penelitian

ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

L.

Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan
untuk mendapatkan data yang menyangkut kondisi dan posisi tempat
penelitian, struktur organisasi, aktivitas dan sejarah tempat penelitian.
Interview, interview dilakukan wawancara secara langsung dengan kepala
desa, bendahara desa dan sejumlah personil yang berhubungan dengan
penulisan skripsi ini.

Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat catatan atau
dokumen yang ada dalam tempat penelitian berupa data laporan keuangan
serta data lainnya yang menunjang pokok pembahasan dalam skripsi ini.
Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mempelajari buku-buku referensi, lapora-laporan, majalah-majalah, jurnal-
jurnal dan media lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Beberapa
literature buku yang menjadi pedoman dalam pembahasan ini adalah buku
Akuntansi Desa.

Penetapan Informan, menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86), informan
adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
penelitian. Pemanfaatan informasi bagi peneliti ialah agar dalam waktu

yang relative singkat banyak informasi yang terjangkau.

3.2.5 Informan Penelitian



34

Dalam penelitian ini, yang menjadi pihak informan adalah pejabat

struktural yang berkaitan dengan obyek penelitian. Antara lain adalah:

Tabel 3.2
Informan Penelitian
No. Nama Informan Jabatan
1. | Hasan Hasiru, S.Pd, M.Si Kepala Desa -
2. | Werni Lantu Sekretaris Desa
3. | Nurain Angriani Tolawo Kepala Urusan Kenangan
4. | Haidari Adam, S.Pd Tokoh Masyarakat
5. | Arifin T Suleman Tokoh Masyarakat

3.2.6 Metode Analisis

Analisis data merupakan metode penting dalam penelitian, karena dengan
analisis data maka data yang diperoleh dapat diartikan dan dideskripsikan.
Menurut Sugiyono (2020:244) analisis data adalah proses pencarian dan
penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara
mendalah dan studi pustaka, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulan bahwa langkah awal dari analisis
data adalah mengumpulkan banyak data yang ada, menyusun secara sistematis,
kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Menurut
Sugiyono (2020:29) metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data
atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis
dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Menurut Sugiyono (2013:246) aktivitas dalam analisis dan kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:
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1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
2. Penyajian Data

Penyajian dara dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori dan adapun penyajian data tersebut
dengan melakukan wawancara didasarkan pada indikator dari Pengelolaan Dana
Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Lamahu

Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

3. Verifikasi/ Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu obyek yang belum jelas setelah diteliti akan menjadi jelas.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Lamahu merupakan salah satu Desa diantara 10 Desa di Kecamatan
Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Hal ini terjadi akibat hasil Reformasi
pada tahun 1998. Desa Lamahu memisahkan diri dari Desa Huntu Selatan pada
tanggal 22 Juni 2007 dengan penjabat atau Kepala Desa kala itu bernama ABD.
Bari Hasiru. Desa ini sebelumnya bernama Desa HARAPAN dengan status ebagai
desa persiapan. Dan berubah menjadi LAMAHU dengan status Desa definitive
pada tanggal 10 Desember 2007. Pada akhir tahun 2007 diadakan Pemilihan
Kepala Desa, yang diikuti oleh 2 (dua) orang calon Kepala Desa, dengan
menghasilkan Bapak ABD.Bari Hasiru sebagai Kepala Desa terpilih serta
ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bone Bolango No 331 Tahun 2007 tanggal 10
Desember 2007.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 November tahun 2013 diadakan
pemilihan Kepala Desa Lamahu priode 2014-2020 yang diikuti oleh 3 (tiga) calon
Kepala Desa dan menghasilkan Bapak Hasan Hasiru, S.Pd sebagai Kepala Desa
terpilih. Kemudian tanggal 13 November 2019 di adakan pemilihan Kepala Desa
Periode 2020-2025 yang diikuti oleh tiga (tiga) calon Kepala Desa dan Bapak
Hasan Hasiru, S.Pd, sebagai incumbent, memperoleh suara terbanyak sehingga
menjabat sampai dengan tahun 2025.

4.1.1 Visi dan Misi
Visi : "Mendayagunakan Potensi Lokal Demi Terwujudnya Masyarakat Modern

yang Mandiri."
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Misi :
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui optimalisasi potensi lokal.
2. Memaksimalkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien.

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan

UMKM.

4.1.2 Struktur Organisasi

KEPALADESA
Hasan Hasiru, S.Pd., M.S1
SEKRETARIS DESA
WERNI LANTU
I
KASH KASIPELAYANAN DAN KAURUMUM KAUR KEUANGAN/
PEMERINTAHAN KESEJAHTRAAN PERENCANAAN DAN TATA BENDAHARA
SYARIEF LIKO MOHAMAD LUTFI ZUKO USAHA Nuraip Anexianl Talawe
Znlfahri Huxarea, S:508.
KADUS | KADUS 11 KADUS 1l
[ Lasri Adam ] [ Misnawati Suleman ][ EvallpaRama, ]
Gambar 4.1
Struktur Organisasi

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan struktur organisasi Pemerintah Desa, berikut adalah tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing jabatan dalam struktur tersebut:
1. Kepala Desa (Hasan Hasiru, S.Pd., M.Si):
a. Pemimpin tertinggi di desa yang bertanggung jawab atas

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan

masyarakat desa.
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b. Menjalankan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
¢. Memimpin rapat-rapat dan mengambil keputusan strategis untuk
kemajuan desa.
2. Sekretaris Desa (Werni Lantu):
a. Bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan desa.
b. Mengelola surat-menyurat, dokumentasi, dan arsip desa.
¢. Membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas administratif.
3. Kasi Pemerintahan (Syarief Liko):
a. Mengurus bidang  pemerintahan, termasuk  administrasi
kependudukan, pengaturan wilayah, dan pelaksanaan peraturan desa.
b. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan
pelayanan administrasi pemerintahan.
4. Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan (Mohamad Lutfi Z. Uko):
a. Bertugas meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
b. Menangani bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan di
desa.
5. Kaur Umum Perencanaan dan Tata Usaha (Zulfahri Huraera, S.Sos):
a. Mengelola perencanaan pembangunan desa.
b. Mengatur tata usaha dan administrasi umum desa.
¢. Membantu Kepala Desa dalam perencanaan anggaran dan

pelaksanaan program kerja.
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6. Kaur Keuangan/Bendahara (Nurain Angriani Tolawo):
a. Mengelola keuangan desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran
anggaran.
b. Membuat laporan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
c. Menjaga pembukuan dan dokumen keuangan desa.
7. Kadus (Kepala Dusun):
Kadus I (Lasri Adam), Kadus II (Misnawati Suleman), Kadus III (Evalina
Dama):
a. Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan wilayah dusun
masing-masing.
b. Menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat di
dusun.

¢. Membantu pelaksanaan program pemerintah desa di tingkat dusun
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4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan Kkinerja organisasi merupakan proses merancang tujuan,
strategi, dan rencana kerja untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien.
Dalam hal akuntabilitas, proses ini mencakup penetapan garis tanggung jawab
yang jelas, baik pada tingkat unit organisasi maupun individu, yang bertanggung
jawab atas pencapaian tujuan tertentu. Selain itu, perencanaan ini juga melibatkan
penetapan sasaran kinerja yang dapat diukur dan realistis untuk setiap pihak yang
memegang tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang
terdapat dalam penelitian ini, dengan pertanyaan “bagaimana proses perencanaan
pengelolaan dana desa dilakukan di desa?”

Kepala Desa Bapak Hasan Hasiru, S.Pd, M.Si menjelaskan bahwa:
"Proses perencanaan dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes),
dimana kami mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai
kebutuhan yang paling mendesak. Setelah itu, tim desa menyusun
rancangan APBDes berdasarkan prioritas yang disepakati bersama.
Semua ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018."

Jawaban yang sama dari Sekretaris Desa Ibu Werni Lantu bahwa:
"Kami memulai dengan pendataan kebutuhan masyarakat melalui
kepala dusun dan perangkat desa lainnya. Setelah itu, kami mengolah
data tersebut untuk menentukan skala prioritas. Saya bertugas mencatat
semua usulan dan memastikan bahwa dokumen perencanaan lengka
dan sesuai aturan." :

Kemudian, ditempat berbeda Bendahara Desa Ibu Nurain Angriani Tolawo

menambahkan:
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"Setelah kebutuhan masyarakat diidentifikasi, saya dan tim keuangan
desa menghitung anggaran yang dibutuhkan. Kami memastikan
anggaran yang direncanakan tidak melebihi alokasi dana desa yang
diterima."

Selain apparat desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh
Masyarakat, Ibu Haidari Adam, S.Pd, beliau menjelaskan bahwa:

“Sebagai perwakilan masyarakat, saya diundang dalam Musdes untuk
memberikan masukan terkait kebutuhan warga. Biasanya, saya
menyuarakan kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti infrastruktur
atau program pcmberdayaan ckonomi."

Arifin T. Suleman juga selaku tokoh Masyarakat menambahkan:

"Proses ini cukup transparan. Kami masyarakat selalu diberi
kesempatan untuk berbicara. Walaupun tidak semua usulan diterima,
setidaknya pemerintah desa berusaha menjelaskan prioritasnya."

Pertanyaan berikut “siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan

tersebut?

Bapak Hasan Hasiru, S.Pd, M.Si selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa:
"Semua pihak yang terkait di desa dilibatkan. Mulai dari perangkat
desa, kepala dusun, kepala urusan, tokoh masyarakat, hingga
masyarakat umum. Partisipasi semua pihak sangat penting untuk
keberhasilan perencanaan ini."

Ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga menambahkan:

"Selain perangkat desa dan tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) juga berperan penting. Mereka bertugas mengawasi dan
memastikan rencana yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat."
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Kemudian ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kepala Urusan Keuangan
juga memberikan penjelasan:

"Selain perangkat desa, kami juga sering berkoordinasi dengan
pendamping desa dari kecamatan untuk memastikan perencanaan ini
sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada."

Ditempat yang berbeda ibu Haidari Adam, S.Pd selaku Tokoh Masyarakat
juga menambahkan bahwa:

"Saya mewakili masyarakat dalam musyawarah. Biasanya, kami tokoh
masyarakat bertugas menjembatani kebutuhan warga dengan
pemerintah desa."

Masih dengan tokoh Masyarakat Bapak Arifin T. Suleman menjawab:
"Sebagai tokoh masyarakat, saya selalu diundang dalam setiap forum
perencanaan untuk memastikan suara warga didengar."

Selanjutnya peneliti menlanjutkan proses wawancara dengan pertanyaan
“apakah terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan rencana
pengelolaan dana desa?

Bapak Hasan Hasiru, S.Pd, M.Si selaku Kepala Desa menjelaskan:

"Kendala utama adalah kurangnya data yang akurat dan lengkap.

Terkadang kebutuhan warga berubah-ubah, sehingga sulit untuk

menentukan prioritas.”

Disisi lain Ibu Werni Lantu Sekretaris Desa juga menambahkan:
"Kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi masalah. Beberapa
warga kurang peduli atau tidak datang ke musyawarah desa, sehingga

suara mereka tidak tersampaikan sehingga kami apparat desa juga tidak
bisa menampung semua kebutuhan masyarakat."
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Pada kesempatan yang sama, ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kepala
Urusan Keuangan juga menjelaskan:
"Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala. Tidak semua
perangkat desa memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknis
penyusunan anggaran dan aturan yang berlaku."
Ditempat berbeda Ibu Haidari Adam, S.Pd menambahkan dari sisi
Masyarakat:
"Kadang ada perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah
desa, terutama terkait skala prioritas. Hal ini memerlukan waktu lebih
lama untuk mencapai kesepakatan."
Bapak Arifin T. Suleman selaku Tokoh Masyarakat menambahkan:
"Ada kalanya terjadi miskomunikasi antara perangkat desa dan

masyarakat. Beberapa warga merasa tidak puas karena usulan mereka
tidak direalisasikan oleh aparat desa."

Peneliti melanjutkan proses wawancara dengan pertanyaan “bagaimana
cara pemerintah desa memastikan bahwa perencanaan dana desa sudah sesuai

dengan kebutuhan masyarakat?”’

Bapak Hasan Hasiru, S.Pd, M.Si selaku Kepala Desa menjelaskan:

"Kami memastikan semua kebutuhan yang dibahas di Musyawarah
desa dicatat dengan baik. Selain itu, kami juga selalu meminta pendapat
dari tokoh masyarakat dan BPD untuk memastikan perencanaan ini
sesuai.”

Ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga menambahkan:
"Setelah rencana disusun, kami melakukan sosialisasi kepada

masyarakat. Mereka dapat memberikan masukan tambahan sebelum
rencana ini disahkan."



Pada kesempatan yang sama, ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kepala
Urusan Keuangan menambahkan:
"Kami melakukan evaluasi dari tahun sebelumnya. Jika ada kebutuhan
yang belum terpenuhi, itu menjadi prioritas di tahun berikutnya."
Tokoh Masyarakat yakni ibu Haidari Adam, S.Pd menjelaskan pada
kesempatan berbeda:
"Pemerintah desa biasanya terbuka dengan masukan masyarakat. Kami
juga dilibatkan dalam evaluasi rencana untuk memastikan kebutuhan
masyarakat telah terakomodasi."
Bapak Arifin T. Suleman selaku tokoh Masyarakat menambahkan:
"Transparansi menjadi kunci. Pemerintah desa memberikan laporan

terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau apakah rencana yang
dibuat sudah dijalankan sesuai kebutuhan.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses
perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lamahu dilakukan secara
partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perangkat
desa, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan
masyarakat umum. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan
prioritas dan memastikan bahwa rencana yang disusun sesuai dengan
pedoman peraturan, seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Meskipun
terdapat kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan
sumber daya manusia, dan miskomunikasi antara pemerintah desa dan
masyarakat, upaya transparansi dan evaluasi rutin menjadi langkah penting
untuk memastikan perencanaan yang akuntabel dan relevan dengan

kebutuhan warga desa. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam
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perencanaan dan pengambilan keputusan, pemerintah desa berupaya
menciptakan pengelolaan dana yang efektif dan berdaya guna bagi

masyarakat.

4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa adalah serangkaian aktivitas yang
dilakukan oleh pemerintah desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi,
dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk mendukung
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang
terdapat dalam penelitian ini, dengan pertanyaan “apakah seluruh rencana yang
disusun dalam perencanaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik?”

Bepak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut:

"Tidak semua rencana dapat terlaksana seswai yang diharapkan. Ada
beberapa kegiatan yang terkendala karena dana cair terlambat atau tidak
mencukupi."

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan juga menambahkan:
"Beberapa program berjalan dengan baik, tetapi ada yang tidak
terealisasi karena kendala teknis, seperti kurangnya tenaga kerja atau
material."

Pada kesempatan yang sama, Ibu Werni Lantu Sekretaris Desa juga

menambahkan bahwa:
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"Penyusunan rencana memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan,
tetapi dalam pelaksanaannya ada faktor-faktor yang tidak terprediksi
seperti cuaca atau ketersediaan bahan baku."

Dalam kesempatan yang sama, peneliti melontarkan pertanyaan berikut
“bagaimana desa ini mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penggunaan dana
desa?”

Kepala Desa, Hasan Hasiru, menjelaskan bahwa:

“Pengawasan dilakukan secara sistematis melalui rapat evaluasi
bulanan bersama perangkat desa, di mana setiap kegiatan dievaluasi
berdasarkan laporan progres yang disusun secara terperinci. Agar bisa
memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana dan
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.”

Dalam kesempatan yang sama ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa
menjelaskan :

“Setiap kegiatan diawasi langsung oleh tim pelaksana yang bertugas di
lapangan. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat juga diupayakan
agar masukan dan kritik yang konstruktif dapat meningkatkan
transparansi serta efektivitas pengelolaan dana desa”.

Sementara itu, Ibu Haidari Adam selaku tokoh Masyarakat menambahkan:

“Meskipun mekanisme pengawasan telah diterapkan, masih terdapat
ruang untuk perbaikan, khususnya dalam aspek keterbukaan
informasi. Sangatlah penting bagi kami memberikan akses yang
lebih rinci kepada masyarakat mengenai rincian anggaran dan
penggunaan dana untuk setiap proyek, sehingga kepercayaan public
untuk pengelolaan dana desa dapat terus terjaga.”

Di sisi administrasi keuangan, Kaur Keuangan Ibu Nurain Angriani

Tolawo menjelaskan bahwa:

“Laporan keuangan tertulis disusun secara rutin dan disampaikan
kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil kegiatan juga
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diumumkan secara umum kepada masyarakat, meskipun masih terdapat
tantangan dalam dokumentasi yang perlu ditingkatkan agar data lebih
mudah diakses dan dipertanggungjawabkan.”

Selanjutnya peneliti melanjutkan proses wawancara dengan pertanyaan
“apakah terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana?
Jika ada, apa penyebabnya?”’

Bapak Hasan Hasiru selaku Kelapa Desa Lamahu menjelaskan bahwa:

"Ada kegiatan pembangunan jalan desa yang tidak selesai karena
material terlambat datang."

Selain itu, ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan juga
menambahkan bahwa:

"Penyebab utama biasanya adalah kurangnya dana tambahan untuk
menyesuaikan harga material yang naik. Selain itu, beberapa kegiatan
tertunda karena tenaga kerja yang dibutuhkan tidak tersedia."

Dari tempat berbeda, tokoh Masyarakat Bapak Arifin T Suleman
menjelaskan bahwa:

"Saya melihat kegiatan pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat tidak
berjalan maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada warga. Banyak
yang tidak tahu jadwal dan tujuannya."

Berdasarjan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan
pengelolaan dana desa di Desa Lamahu mengalami beberapa hambatan, seperti
keterlambatan dana, kurangnya transparansi, dan kendala teknis dalam

pelaksanaan. Pengawasan dan kontrol sudah dilakukan tetapi perlu ditingkatkan

agar lebih melibatkan masyarakat luas. Selain itu, komunikasi yang lebih baik
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antara perangkat desa dan warga akan mendukung realisasi program yang lebih
efektif.
4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan Dana Desa adalah serangkaian kegiatan administratif yang
bertujuan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan penggunaan Dana Desa
secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dana Desa sendiri adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah
pusat kepada setiap desa di Indonesia untuk mendukung pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang
terdapat dalam penelitian ini, dengan pertanyaan “bagaimana sistem
penatausahaan atau pencatatan pengelolaan dana desa di desa ini?”

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan menjelaskan bahwa:
"Penatausahaan dana desa dilakukan sesuai dengan aturan dari
Permendagri. Kami mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara
terperinci, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.”

Bapak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa juga menambahkan bahwa:
"Sistem pencatatan dilakukan secara berurutan sesuai tahapan
penggunaan dana. Kami juga melibatkan BPD untuk memastikan data
yang dicatat sudah sesuai."

Dalam kesempatan yang sama, ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa

juga menjelaskan:

"Kami berupaya mengikuti prosedur pencatatan yang berlaku, tetapi
terkadang ada kekurangan dalam dokumentasi karena banyaknya
kegiatan yang harus dicatat secara bersamaan."
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Selanjutnya peneliti melanjutnya wawancara dengan pertanyaan “apakah
pencatatan dana desa dilakukan secara manual atau sudah menggunakan sistem
informasi tertentu?

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku kaur keuangan menjelaskan bahwa:

"Pencatatan masih sebagian besar dilakukan secara manual, meskipun
ada beberapa dokumen yang kami simpan dalam format digital seperti
Excel."

Bapak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa juga menambahkan:

"Kami belum sepenuhnya menggunakan sistem informasi berbasis
teknologi. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan sumber daya dan
pelatihan untuk penggunaan aplikasi pencatatan."

Dalam kesempatan yang sama, ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa
juga memperkuat penjelasan dari kepala desa:

"Kami sudah mencoba menggunakan perangkat lunak sederhana untuk
membantu, tetapi karena kurangnya pelatihan, perangkat itu tidak selalu
digunakan secara konsisten."

Pertanyaan berikut “apa tantangan yang dihadapi dalam penatausahaan
dana desa?”

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan memberikan
pernyataan bahwa:

"Tantangan utama adalah kurangnya tenaga administrasi yang terlatih
dalam pencatatan keuangan. Selain itu, perubahan aturan seringkali
membuat kami harus menyesuaikan ulang sistem pencatatan."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Hasan Hasiru selaku Kepala

Desa:
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"Kadang ada kesulitan dalam menyinkronkan data antara desa dan
pihak kecamatan atau kabupaten, terutama ketika harus membuat
laporan sesuai format tertentu yang diberikan."

Ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga menegaskan:

“Dokumentasi yang tidak rapi dan kurangnya peralatan yang memadai
menjadi kendala dalam pencatatan yang akurat dan efisien.”

Peneliti melanjutkan sesi wawancara dengan pertanyaan “bagaimana
transparansi dana desa dijamin kepada Masyarakat?” Kemudian Bapak Hasan
Hasiru selaku Kepala Desa menjawab pertanyaan tersebut:

"Kami berusaha transparan dengan mengumumkan penggunaan dana
desa melalui papan informasi di kantor desa dan forum musyawarah
desa."

Pernyataan dari kepala desa tersebut diperkuat oleh Ibu Nurain Angriani
Tolawo selaku Kaur Keuangan:

"Setiap pelaporan juga disampaikan kepada masyarakat melalui

pertemuan rutin, tetapi perlu diakui pemahaman masyarakat atas

laporan keuangan yang kami sajikan masih terbatas."

Ditempat berbeda Ibu Haidari Adam selaku Tokoh Masyarakat memberikan
jawaban bahwa:

"Saya melihat ada usaha untuk transparansi, tetapi masyarakat kadang

tidak mendapatkan informasi secara rinci, terutama jika tidak

menghadiri musyawarah desa."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Arifin T Suleman yang juga

selaku tokoh Masyarakat:
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"Informasi penggunaan dana memang disampaikan, tetapi perlu ada
langkah lebih lanjut, misalnya membuat salinan laporan yang bisa
diakses warga kapan saja."”

Berdasarkan hasil wawancara sistem penatausahaan dana desa di Desa
Lamahu saat ini sebagian besar dilakukan secara manual, dengan beberapa upaya
untuk menggunakan format digital sederhana. Tantangan utama adalah kurangnya
pelatihan dan peralatan yang mendukung pencatatan yang efektif. Transparansi
dijamin melalui musyawarah desa dan papan informasi, tetapi masih memerlukan
perbaikan agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Langkah ini

penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

4.2.4 Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan Pengelolaan Dana Desa adalah proses pelaporan yang dilakukan
oleh pemerintah desa untuk memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel
mengenai penggunaan Dana Desa. Dana Desa merupakan alokasi dana dari
pemerintah pusat kepada desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan

desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang
terdapat dalam penelitian ini, dengan pertanyaan “bagaimana pelaporan
penggunaan dana desa dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab dalam
penyusunan laporan tersebut?”

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan menjawab pertanyaan
tersebut:

"Pelaporan dilakukan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam

Permendagri. Kami menyusun laporan secara tertulis, yang mencakup
laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan. Saya
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sebagai Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan,
tetapi tetap di bawah pengawasan Kepala Desa."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh kepala desa Bapak Hasan Hasiru yang

mengatakan bahwa:
"Proses pelaporan biasanya melibatkan Kaur Keuangan dan Sekretaris
Desa. Mereka yang menyiapkan data dan dokumen, sedangkan saya
memastikan laporan sesuai sebelum disampaikan kepada BPD dan
pihak kecamatan."
Pertanyaan berikut “seberapa sering laporan keuangan terkait dana desa
disampaikan kepada masyarakat dan pihak berwenang?”

Ibu Nurain Angriani Tolawo sebagai Kaur Keuangan menjelaskan:
"Laporan keuangan disampaikan kepada pihak berwenang setiap
triwulan, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh kecamatan dan
kabupaten."

Ibu Werni Lantu sebagai Sekretaris Desa menambahkan bahwa:

"Untuk masyarakat, laporan disampaikan pada musyawarah desa yang

diadakan secara berkala. Namun, tidak semua masyarakat hadir,

sehingga informasi yang mereka terima kadang tidak lengkap."

Kemudian Bapak Haidari Adam selaku tokoh Masyarakat juga memberikan
pernyataan bahwa:

"Sebagai masyarakat, kami biasanya mendapatkan informasi pada saat

musyawarah desa. Tapi kalau tidak hadir, kami tidak tahu detailnya."

Peneliti melanjutkan proses wawancara dengan pertanyaan “apakah terdapat

kendala dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan dana

desa?”
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Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku kaur Keuangan menjelaskan bahwa:
"Kendala utama adalah keterbatasan tenaga administrasi yang terampil
dalam menyusun laporan sesuai format yang ditentukan. Selain itu,
sistem dokumentasi kami belum sepenuhnya digital, sehingga
pencarian data untuk pelaporan sering memakan waktu."

Kemudian Bapak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa juga menambahkan

pernyataan tersebut:
"Keterlambatan dalam penyampaian laporan sering terjadi karena revisi
data yang harus disesuaikan dengan instruksi dari kecamatan atau
kabupaten."

Kemudian Ibu Werni Lantu selaku sekretaris Desa juga memberikan
pernyataan :

"Ada kalanya kami menghadapi kendala teknis, seperti kekurangan alat
pendukung seperti komputer atau printer. Selain itu, perubahan aturan
juga membuat kami perlu menyesuaikan format laporan yang sudah
ada."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan
penggunaan dana desa di Desa Lamahu dilakukan sesuai aturan, dengan Kaur
Keuangan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan di bawah pengawasan
Kepala Desa. Laporan keuangan disampaikan kepada pihak berwenang setiap
triwulan dan kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Namun, terdapat
beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya
digitalisasi, dan perubahan aturan yang memengaruhi kelancaran proses

pelaporan. Transparansi kepada masyarakat juga memerlukan peningkatan,

terutama dalam menyediakan informasi yang dapat diakses kapan saja.
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4.2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa adalah kewajiban pemerintah
desa untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa
yang diterima dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya. Tujuannya adalah
memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, tepat
sasaran, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut adalah pertanyaan dan jawaban dari informan yang menjadi sumber
informasi dari penelitian ini “bagaimana pertanggungjawaban dana desa
dilakukan kepada masyarakat dan pihak berwenang?

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan menjelaskan:
"Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dilakukan secara tertulis
kepada pihak kecamatan dan kabupaten melalui laporan realisasi
anggaran, SPJ, dan dokumentasi kegiatan. Kepada masyarakat,
pertanggungjawaban  disampaikan secara transparan  melalui
musyawarah desa dan dipublikasikan di papan informasi, sehingga
seluruh pihak dapat mengetahui penggunaan dana dan capaian kegiatan
yang telah dilaksanakan."

Bapak Hasan Hasiru selaku Kepala Desa juga menambahkan pernyataan
tersebut:

" “Sebelum laporan disampaikan ke kecamatan dan kabupaten, kami

terlebih dahulu menyampaikan realisasi anggaran dan hasil kegiatan

kepada BPD sebagai representasi masyarakat desa, agar ada

transparansi dan pengawasan langsung dari unsur masyarakat."

Ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa menambahkan:

"Mekanisme pelaporan ini diharapkan mampu memberikan

pemahaman yang jelas bagi masyarakat dan pihak berwenang

mengenai penggunaan Dana Desa, sehingga tercipta transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keunangan desa."”
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Pertanyaan sealnjutnya “apakah terdapat mekanisme khusus yang
digunakan untuk mengaudit atau memeriksa pertanggungjawaban dana desa?”

Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku kaur Keuangan menjawab:

"Audit dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten secara berkala. Selain

itu, kami juga melibatkan BPD untuk melakukan pengawasan

internal terhadap pelaporan dana desa."

Sementara itu, Bapak Hasan Hasiru selaku kepala Desa juga memberikan
pernyataan bahwa:

"Pemeriksaan biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dan

kami harus menyediakan semua dokumen terkait penggunaan dana

desa untuk diperiksa."

Tbu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga menjelaskan:

"Kami memastikan bahwa dokumen pendukung seperti kuitansi,

nota pembelian, dan laporan kegiatan selalu tersedia untuk

mendukung proses audit."

Kemudian peneliti melanjutkan proses wawancara dengan pertanyaan
“bagaimana respons masyarakat terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana

desa di desa ini?”

Bapak Hasan Hasiru selaku kepala Desa juga memberikan pernyataan

bahwa:

"Masyarakat umumnya puas jika program yang dilaksanakan sesuai
rencana. Tapi, kadang ada keluhan karena informasi tidak selalu
tersampaikan secara rinci atau tidak semua warga hadir di musyawarah
desa."



56

Bapak Arifin T Suleman selaku tokoh Masyarakat menekankan bahwa:
"Banyak yang berharap laporan pertanggungjawaban dapat
disampaikan secara lebih terbuka dan dalam format yang mudah
dipahami, misalnya melalui salinan laporan yang bisa diakses kapan
saja."

Sementara itu Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan juga

memberikan pernyataan bahwa:
"Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi
yang jelas, meskipun ada beberapa keterbatasan dalam penyampaian."

Selanjutnya peneliti melontarkan pertanyaan kepada “apakah ada sanksi

atau tindakan jika tetjadi penyalahgunaan dana desa?”

Bapak Hasan Hasiru selaku kepala Desa juga memberikan pernyataan
bahwa:
"Ya, jika terjadi penyalahgunaan, sanksi akan diberikan sesuai
dengan aturan yang berlaku. Pihak kecamatan atau Inspektorat akan
memberikan teguran atau tindakan lainnya berdasarkan hasil audit."
Sementara itu Ibu Nurain Angriani Tolawo selaku Kaur Keuangan juga
memberikan pernyataan bahwa:
"Sanksi administratif biasanya diberikan terlebih dahulu, seperti
penghentian pencairan dana berikutnya, jika ada pelanggaran dalam
laporan. Jika penyalahgunaan bersifat serius, kasus ini akan dilanjutkan
ke ranah hukum."

Sementara itu Ibu Werni Lantu selaku Sekretaris Desa juga memberikan

pernyataan bahwa:
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"Kami berusaha mencegah penyalahgunaan dengan memperketat
pengawasan dan melibatkan masyarakat serta tokoh desa dalam setiap
tahapan pengelolaan dana."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa
pertanggungjawaban dana desa di Desa Lamahu dilakukan melalui laporan resmi
kepada pihak berwenang dan masyarakat, dengan melibatkan BPD sebagai
pengawas internal. Mekanisme audit dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten,
sementara pengawasan juga dilakukan secara internal oleh perangkat desa.
Respons masyarakat terhadap pertanggungjawaban cukup baik, meskipun ada
harapan untuk meningkatkan transparansi. Tindakan tegas, seperti sanksi
administratif dan hukum, siap diterapkan jika ditemukan penyalahgunaan dana
desa.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pembahasan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lamahu dilakukan secara
partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes). Partisipasi masyarakat dalam
Musdes menjadi faktor utama dalam menentukan skala prioritas penggunaan dana
desa. Pemerintah desa mengundang berbagai pihak, seperti perangkat desa, tokoh
masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan bahwa
rencana yang disusun mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Akibat dari
pendekatan ini, proses perencanaan menjadi lebih transparan, meskipun tidak

semua usulan masyarakat dapat diakomodasi.
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Dalam proses perencanaan, perangkat desa melakukan pendataan
kebutuhan masyarakat melalui kepala dusun dan perangkat desa lainnya. Data
yang dikumpulkan kemudian diolah untuk menentukan prioritas anggaran sesuai
dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Setiap pengajuan program atau
kegiatan harus melalui tahapan verifikasi dan pertimbangan dari segi urgensi serta
ketersediaan anggaran. Akibatnya, beberapa usulan yang tidak masuk dalam
prioritas akan ditunda atau dikesampingkan, yang terkadang menimbulkan
ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Meskipun proses perencanaan sudah mengacu pada prinsip partisipasi,
terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Salah satu kendala
utama adalah kurangnya data yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat.
Beberapa warga kurang aktif dalam menyampaikan aspirasinya atau tidak hadir
dalam musyawarah desa. Akibatnya, perangkat desa kesulitan menyusun
perencanaan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat desa,
dan keputusan yang diambil sering kali berdasarkan asumsi atau data yang kurang
lengkap.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan
dalam penyusunan perencanaan dana desa. Tidak semua perangkat desa memiliki
pemahaman teknis yang memadai terkait penyusunan anggaran serta peraturan
yang berlaku. Sehingga terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan dan
penyusunan dokumen yang berpotensi menghambat implementasi program. Untuk

mengatasi masalah ini, pemerintah desa berupaya berkoordinasi dengan
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pendamping desa dari kecamatan guna memastikan bahwa perencanaan berjalan
sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa juga menjadi faktor
yang mempengaruhi efektivitas perencanaan. Terkadang terdapat perbedaan
pandangan antara masyarakat dan pemerintah desa mengenai skala prioritas
program yang harus didahulukan. Sehingga diperlukan waktu lebih lama untuk
mencapai kesepakatan dalam musyawarah desa. Selain itu, beberapa masyarakat
merasa kurang puas ketika usulan mereka tidak direalisasikan, yang berpotensi
menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Untuk memastikan bahwa perencanaan dana desa benar-benar sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi
dalam setiap tahapannya. Laporan keuangan dan perencanaan disampaikan secara
terbuka kepada masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi. Sehingga
masyarakat dapat memantau langsung realisasi anggaran dan memberikan
masukan jika terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Evaluasi
tahunan juga dilakukan sebagai langkah perbaikan untuk memastikan bahwa
kebutuhan yang belum terpenuhi di tahun sebelumnya dapat menjadi prioritas di
tahun berikutnya.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo
(2019) akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dana desa,
harus diwujudkan melalui transparansi, pelibatan masyarakat, serta evaluasi dan
pengawasan yang berkelanjutan. Akuntabilitas yang baik akan memastikan bahwa

anggaran yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan perencanaan,
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menghindari praktik korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah desa.

Penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu
mengenai pengelolaan dana desa, seperti penelitian oleh Setiawan dan Kurniawan
(2020), menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa
masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa. Berbeda dengan
hasil penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Lamahu,
partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam Musdes, meskipun masih menghadapi
kendala keterbatasan sumber daya manusia dan miskomunikasi.

4.3.2 Pembahasan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa
Lamahu masih menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi realisasi
program yang telah direncanakan. Salah satu penyebab utama adalah
keterlambatan pencairan dana dari pemerintah, yang berdampak langsung pada
tertundanya pelaksanaan beberapa program pembangunan desa. Akibatnya,
proyek-proyek yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan, bahkan ada yang harus ditunda hingga tahun berikutnya. Hal ini
menunjukkan bahwa faktor keuangan masih menjadi kendala utama dalam
pengelolaan dana desa, meskipun perencanaan sudah dilakukan secara sistematis.

Selain faktor keterlambatan pencairan dana, kendala teknis juga menjadi
hambatan dalam pelaksanaan program. Seperti yang disampaikan oleh perangkat
desa, beberapa proyek infrastruktur desa tidak berjalan lancar akibat

keterlambatan material dan tenaga kerja yang tidak tersedia sesuai kebutuhan.
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Pasokan bahan bangunan terkadang mengalami keterlambatan akibat kondisi
cuaca atau masalah logistik dari pihak penyedia. Sehingga proyek pembangunan
yang seharusnya bisa diselesaikan tepat waktu mengalami penundaan, yang pada
akhirnya mempengaruhi kualitas layanan dan infrastruktur bagi masyarakat desa.

Pengawasan dalam pengelolaan dana desa telah dilakukan melalui rapat
evaluasi rutin dan pelibatan tim pelaksana. Namun, masih ada kekurangan dalam
transparansi informasi yang diberikan kepada masyarakat. Laporan keuangan dan
progres kegiatan belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada warga
desa dalam format yang mudah diakses. Sehingga masyarakat masih merasa
kurang dilibatkan dalam pengawasan langsung, yang dapat mengurangi
kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan mekanisme pelaporan dan sosialisasi agar masyarakat lebih
memahami bagaimana dana desa dikelola dan digunakan.

Meskipun terdapat berbagai kendala, upaya pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat tetap menjadi langkah penting
dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan yang dilakukan
secara rutin dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencari
solusi yang tepat. Sehingga meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, sistem
pengawasan ini tetap berperan dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa
tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan
transparansi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat masih perlu menjadi fokus
utama untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan berdaya

guna bagi seluruh warga Desa Lamahu.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh
Mardiasmo (2019) yang menekankan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan publik mencakup transparansi, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme
pengawasan yang efektif. Penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan
penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan dana desa di daerah lain oleh
Setiawan dan Kurniawan (2020) menemukan bahwa keterlambatan pencairan
dana desa sering menjadi faktor utama dalam tertundanya pelaksanaan program.
Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan kondisi di Desa Lamahu, di mana
keterlambatan dana menjadi hambatan utama dalam realisasi rencana
pembangunan. Namun, dalam penelitian mereka, transparansi keuangan sudah
lebih baik dengan adanya publikasi laporan keuangan yang lebih terbuka kepada
masyarakat.

4.3.3 Pembahasan Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan Dana Desa merupakan aspek penting dalam pengelolaan
keuangan desa yang bertujuan untuk memastikan setiap pemasukan dan
pengeluaran tercatat secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil
wawancara, sistem pencatatan Dana Desa di Desa Lamahu dilakukan sesuai
dengan aturan yang berlaku, terutama merujuk pada aturan dari Kementerian
Dalam Negeri. Dalam praktiknya, pencatatan dilakukan secara bertahap mulai dari
perencanaan hingga pelaporan, melibatkan berbagai pihak seperti Kaur Keuangan,
Kepala Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna memastikan

kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat
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beberapa kendala dalam pelaksanaan, terutama terkait dengan dokumentasi yang
kurang rapi akibat banyaknya kegiatan yang harus dicatat secara bersamaan.

Dalam hal metode pencatatan, Desa Lamahu masih mengandalkan sistem
manual untuk mengelola Dana Desa, meskipun ada upaya untuk mendigitalisasi
sebagian dokumen menggunakan perangkat lunak sederhana seperti Excel. Salah
satu faktor yang menyebabkan masih digunakannya pencatatan manual adalah
keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam
penggunaan sistem informasi keuangan. Kepala Desa dan perangkat desa
menyadari pentingnya adopsi teknologi dalam pengelolaan keuangan, namun
tantangan berupa minimnya pelatihan dan akses terhadap perangkat lunak yang
sesuai menjadi hambatan utama dalam peralihan ke sistem berbasis teknologi.

Tantangan lain yang dihadapi dalam penatausahaan Dana Desa adalah
perubahan aturan yang mengharuskan pemerintah desa menyesuaikan kembali
sistem pencatatannya. Kurangnya tenaga administrasi yang terlatih dalam
pencatatan keuangan juga menjadi kendala yang signifikan, karena proses
dokumentasi keuangan membutuhkan ketelitian dan pemahaman mendalam
terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, sinkronisasi data antara desa dengan
pihak kecamatan dan kabupaten sering kali menjadi masalah, terutama dalam
penyusunan laporan yang harus disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh
pemerintah daerah. Kurangnya peralatan yang mendukung pencatatan yang efisien
juga semakin memperumit proses ini.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah

desa untuk menjamin transparansi antara lain melalui pengumuman penggunaan
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dana pada papan informasi di kantor desa dan penyampaian laporan dalam forum
musyawarah desa. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam
memastikan masyarakat mengetahui bagaimana dana desa digunakan. Namun,
kendala yang muncul adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap
laporan keuangan yang disampaikan, sehingga transparansi yang diharapkan
belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan keterlibatan warga.

Jika dibandingkan dengan teori Mardiasmo, (2019). Sistem pencatatan
manual yang masih diterapkan di Desa Lamahu berpotensi meningkatkan risiko
kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan. Teori sistem informasi
akuntansi juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam
meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan keuangan (Romney &
Steinbart, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis
digital yang lebih terstruktur dapat membantu pemerintah desa dalam
meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan Dana Desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Sari dan Wahyudi (2020), yang menemukan bahwa banyak desa di
Indonesia masih menghadapi kendala dalam sistem pencatatan keuangan karena
keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Penelitian tersebut
juga mengungkapkan bahwa meskipun transparansi Dana Desa telah diupayakan
melalui berbagai mekanisme, masih ada hambatan dalam aksesibilitas informasi
bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan sistem pencatatan

Dana Desa di Desa Lamahu dapat mengambil pelajaran dari penelitian
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sebelumnya dengan mendorong digitalisasi pencatatan serta meningkatkan
keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan, sistem penatausahaan Dana Desa di Desa Lamahu
masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar pengelolaan
keuangan desa lebih efektif dan transparan. Sistem informasi keuangan yang lebih
modern dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi
pencatatan, namun hal ini harus didukung oleh pelatihan bagi perangkat desa agar
dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Selain itu, perbaikan dalam
aspek transparansi, seperti meningkatkan akses masyarakat terhadap laporan
keuangan desa, juga menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan

publik terhadap pengelolaan dana desa.

4.3.4 Pembahasan Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu aspek penting
dalam tata kelola keuangan desa yang bertujuan untuk menciptakan transparansi
dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Berdasarkan hasil wawancara,
proses pelaporan di Desa Lamahu telah dilakukan sesuai dengan aturan yang
berlaku, dengan Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan di
bawah pengawasan Kepala Desa. Proses ini juga melibatkan Sekretaris Desa
dalam penyusunan data dan dokumen sebelum laporan disampaikan kepada pihak
kecamatan serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaporan ini mencakup
laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan yang menjadi bagian

dari mekanisme akuntabilitas keuangan desa.
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Dalam hal penyampaian laporan, pemerintah desa diwajibkan untuk
melaporkan penggunaan Dana Desa kepada pihak kecamatan dan kabupaten
setiap triwulan. Sementara itu, kepada masyarakat, laporan disampaikan melalui
musyawarah desa yang diadakan secara berkala. Namun, salah satu tantangan
yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah
tersebut, sehingga tidak semua warga memperoleh informasi secara langsung. Hal
ini menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman masyarakat terhadap
pengelolaan dana desa, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-
benar memahami laporan kevangan yang disampaikan.

Meskipun pelaporan dilakukan sesuai ketentuan, beberapa kendala masih
dihadapi dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan. Kendala utama
yang diungkapkan oleh perangkat desa adalah keterbatasan tenaga administrasi
yang terampil dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format yang
telah ditetapkan oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Selain itu, sistem
pencatatan dan dokumentasi yang masih dilakukan secara manual menyebabkan
keterlambatan dalam proses pelaporan, terutama dalam pencarian data dan
penyusunan laporan yang memerlukan revisi berdasarkan instruksi dari otoritas
yang lebih tinggi.

Menurut Mardiasmo (2019) pelaporan keuangan desa seharusnya
memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterjangkauan informasi bagi
Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sistem pelaporan di Desa Lamahu

masih memiliki tantangan dalam memenuhi prinsip ini secara optimal, terutama
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dalam hal keterlambatan pelaporan dan keterbatasan akses masyarakat terhadap
informasi keuangan desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Sari dan Wahyudi (2020), yang menemukan bahwa banyak desa
masih menghadapi kendala dalam penyusunan laporan keuangan akibat
keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya digitalisasi. Studi lain oleh
Prasetyo (2021) juga menunjukkan bahwa desa yang telah mengimplementasikan
sistem informasi keuangan desa mengalami peningkatan efisiensi dalam pelaporan
serta pengurangan kesalahan dalam pencatatan keuangan. Hal ini
mengindikasikan bahwa digitalisasi dalam pelaporan Dana Desa dapat menjadi
langkah penting yang perlu diterapkan oleh Desa Lamahu untuk meningkatkan
efektivitas dan akurasi pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Lamahu
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan
berbagai perbaikan agar lebih efisien dan transparan. Digitalisasi dalam sistem
pelaporan dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi keterlambatan serta
mempermudah akses masyarakat terhadap informasi kevangan desa. Selain itu,
pelatihan bagi perangkat desa dalam penyusunan laporan keuangan juga
diperlukan agar pelaporan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

4.3.5 Pembahasan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pertanggungjawaban pengelolaan

dana desa di Desa Lamahu, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban
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telah berjalan dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur. Pemerintah desa
menyampaikan laporan keuangan secara resmi kepada pihak kecamatan dan
kabupaten sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, laporan juga
disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan informasi,
meskipun terdapat kendala dalam penyebaran informasi secara merata kepada
seluruh warga. Hal ini menunjukkan bahwa desa telah berupaya menjalankan
prinsip  keterbukaan dalam pengelolaan dana desa agar dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik.

Mekanisme pengawasan terhadap dana desa di Desa Lamahu melibatkan
berbagai pihak, termasuk Inspektorat Kabupaten dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD). Audit dilakukan secara berkala oleh Inspektorat sebagai lembaga
eksternal, sementara BPD berperan sebagai pengawas internal yang memastikan
laporan keuangan sesuai dengan realisasi kegiatan. Selain itu, pemerintah desa
juga menyiapkan dokumen pendukung, seperti kuitansi dan laporan kegiatan,
untuk mendukung proses audit. Adanya sistem pengawasan yang ketat ini
menandakan adanya upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan
menjamin bahwa penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari sisi penerimaan masyarakat terhadap pertanggungjawaban dana desa,
hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar warga merasa puas apabila
program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun, masih terdapat
tantangan dalam penyampaian informasi yang lebih transparan dan mudah
diakses. Beberapa warga berharap agar laporan pertanggungjawaban dapat

tersedia dalam format yang lebih sederhana dan dapat diakses kapan saja.
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Permintaan ini menunjukkan pentingnya peningkatan komunikasi antara
pemerintah desa dan masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa agar
kepercayaan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran semakin
meningkat.

Terkait dengan penegakan aturan, Desa Lamahu telah memiliki mekanisme
sanksi bagi perangkat desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa.
Sanksi administratif, seperti penghentian pencairan dana, dapat diberikan jika
terdapat pelanggaran dalam laporan pertanggungjawaban. Jika pelanggaran yang
dilakukan bersifat serius, maka kasus tersebut akan diproses lebih lanjut hingga ke
ranah hukum. Selain itu, pemerintah desa juga telah menerapkan langkah
pencegahan dengan memperketat pengawasan serta melibatkan masyarakat dalam
setiap tahap pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang
kuat untuk menjaga integritas pengelolaan dana desa di Desa Lamahu.

Menurut Mardiasmo (2019), akuntabilitas dalam sektor publik harus
mencerminkan mekanisme pelaporan yang jelas kepada pemangku kepentingan,
serta adanya sistem pengawasan yang dapat memastikan bahwa setiap anggaran
digunakan sesuai peruntukannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa
Lamahu telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui pelaporan kepada
pihak berwenang dan masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan dalam
penyebarluasan informasi yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh
warga.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil wawancara ini sejalan

dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Suharto dan Rahayu (2020),
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yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung
pada kualitas transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi
penggunaan anggaran. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa desa-desa
yang memiliki mekanisme pelaporan terbuka kepada masyarakat dan pengawasan
internal yang kuat cenderung memiliki tingkat penyalahgunaan dana yang lebih

rendah.
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5. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa dilakukan melalui
mekanisme audit oleh Inspektorat Kabupaten untuk memastikan
akuntabilitas, dengan dukungan evaluasi dan upaya perbaikan
berkelanjutan oleh pemerintah desa.

5.2 Saran

1. Saran untuk Desa Lamahu
Pemerintah Desa Lamahu disarankan untuk meningkatkan transparansi
pengelolaan dana desa melalui penyediaan sistem informasi berbasis
digital yang dapat diakses oleh masyarakat. Sistem ini tidak hanya
mempermudah pelaporan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya:
Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif di
beberapa desa lain dengan karakteristik yang berbeda, guna memahami
faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam
pengelolaan dana desa, sehingga hasil penelitian dapat lebih luas

aplikasinya.
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PANDUAN WAWANCARA
Informasi Responden:

Nama:

Jabatan:
Desa/Kelurahan:
Lama bekeria di desa:

= L2 elS =

Pertanyaan Wawancara:
1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
a. Bagaimana proses pereicanaan pengelolaan dana desa dilakukan di desa

ini?

c. Apakah terdapat kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan rencana
pengelolaan dana desa? ‘

d. Bagaimana cara pemerintah desa memastikan bahwa perencanaan dana desa
sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

a. Apakah seluruh rencana yang disusun dalam perencanaan dana desa dapat.

dilaksanakan dengan baik?

b. Bagaimana desa ini mengawasi dan mengontrol pelaksanaan penggunaan
dana desa?

c. Apakah terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana? Jika ada, apa penyebabnya?

3. Penatausahaan Dana Desa

a. Bagaimana sistem penatausahaan atau pencatatan pengelolaan dana desa di
desa ini?

b. Apakah pencatatan dana desa dilakukan secara manual atau sudah
menggunakan sistem informasi tertentu?

c. Apa tantangan yang dihadapi dalam penatausahaan dana desa?

d. Bagaimana transparansi dana desa dijamin kepada masyarakat?
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4. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

a.

b.

Bagaimana pelaporan penggunaan dana desa dilakukan? Siapa yang
bertanggung jawab dalam penyusunan laporan tersebut?

Seberapa sering laporan keuangan terkait dana desa disampaikan kepada
masyarakat dan pihak berwenang?

Apakah terdapat kendala dalam proses penyusunan dan penyampaian
laporan pengelolaan dana desa?

5. Pertanggungjawaban Pengelclaan Dana Desa

a.

b.

Bagaimana pertanggungjawaban dana desa dilakukan kepada masyarakat
dan pihak berwenang?

Apakah terdapat mekanisme khusus yang digunakan untuk mengaudit atau
memeriksa pertanggungjawaban dana desa?

Bagaimana respons masyarakat terhadap pertanggung)awaban pengelolaan
dana desa di desa ini?

Apakah ada sanksi atau tindakan jika terjadi penyalahgunaan dana desa?
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DOKUMENTASI
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LAPORAH REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAR BELANJA DESA

PREMERINTAH DESA LAMAMY
TARUN ANGOARAN 2024
KODE REK URMAN nm‘::ﬁm Wm umﬁfMi
1 F] 3 . § L
a PENDAPATAN
a0 Pentlapatan Transfer 1AM etaes o0 | 1.201443 18180 2T AR AR 05
421 Dana Désa @30 687,000 60 S DR 3 G601 Lt
42101 Dans Desa G50 033 000,00 BB ORI 060 00 506
422 Bagi Hasil Pajak dan Ratrtwe 14915 851,60 123587700  t30mH IS
42201 Bagi Hasil Pajal dan Retritusl Dancah Kabupater 18.318 #53.00 smsszion| tmaEo
423 Alokasi Dana Desa 204 857 114 00 AT BA 14383 358 06
42301 Alokasi Dana Dasa 304.607.718.00 ZE0 22032460 1240
43 Pendapatan Lalndsin 744800400 9.510.,604.00 2.0%4,808,00
438 Bunga Bank T AL BOA G0 9590 654 01 24 EE D)
43601, Bungd Bank TA%0.004,00 951080400 |  2054.800.00)
JUMUAH PENDAPATAR
114 Penysdisan Penghasilan Tetap dan Yunjang: 38.600.000,00
Kepala Desa o
144 |84, Bealana Pegawal $6.600.000,00
109|501 Penghasiter Tetsp dan Tunjangan Kepala Desa 36.600.000,00
111 |51.102 Tunjangan Kepais Desa 7.200.000,00 7260 000.00 008
111 | 61190 Perghasiian Tarobshan Kepala Dasa 29,400 000,00 29 400000 00 a1
112 Penysdiasn Penghasilan Tetap dan Tunjangan 212.000.000,00 203.095.904 00 9.504.995,00
Parangkal Deza
112 |64 Belanja Pegawai 212.000.000,00 203,098.904,00 WESAL58.00
142 |51z Panghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D 212.000.000,00 |  203.095.904,04 .504.024.00
142 |s51204 Penghanfian Tetap Peranghat Desa 19020000000 | 198295 504.00 2 504 028 00
112 |61202 8 600.000,00 @ 800 600.00 o0
142 | 51260 biahe 8000 000,00 0.00 8 000 000 20
113 Penyediasn Jaminan Soalal bagl Kepala Desa 16.334.880,00 1.814.400,00 1A.520.400.00
dan Perangkat Desa
143 |54 Belanja Pagawal 18,334.880,00 1.018,400,00 14.529.420,00
143 [513 Jaminan Soslal Kepala Desa dan Perangkat Dax. 18.334.880,00 181440000 74,.520,450,00
113 |51302 Jaminan Kesahatan Perangkal Dena 14 520 480.00 0.00 14 820 480 DO
113 | 51303 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 201.,600,60 201 60000 0.00
113 | 51304, Jaminan Ketenagakerjaan Perangkal Desa 1,612 800,00 1612 BO9 00 000
072032028 12 48 60 ——




Realisas! s.d 31/122024

KODE REK URAIAN ANGAARAN REALISASI LEBIH/{KURANG)
(Rp) (Rp) {Rp)
1 2 3 4 3 8
1.1.4 Panyed|aan Oparasional Pemerintah Dasa (AT, 19.160.188,00 11.032,689,00 8.127.529,00
Honor PKPKD dan PPKD dil)
114 |52 Belanja Barang dan Jasa 19.180 182,00 11.032.669,00 8.127.629,00
144 |52 Belanja Barsng Perfsngkapan 12.975 884,00 8 526.649.00 8.150.025,00
Ve [sEhe Belanja Atat Tulis Karitor dan Benda Pos 7 126 025 00 5 475 009,00 1 650 62500
114 152103 Belanie Penenigkspan Algt Rurmah Tangga dan B 1207 573,00 1207 673,00 0.60
114 | 52108 Belanja Barang Cetak din Penpigandasn 143 086,00 143 088 00 0,60
114 [82109 Belanja Pakalah Dirs/Seragam/Atritul 4 580°000.00 0.00 4 500 000,00
144 525 Belanja Opoeralonnl Perkentorsn: 5.338.500,00 3.650.600,60 1.468.660,00
114 |B2B0Y Belanjs Jasa'L arigganan Listik. 2 168 000,00 1238 6O0.00 930 050.00
114 [52508 Belanja Jasa Langgenan internet: 3.000.000,00 2 260 080,00 750 000,00
114 |B2B07 Belanja Jasa Parpanjangan jivPajik 112.600,00 104 500.00 8.600.00
114 | 525080 Belonju Jusa Transeksl Keuangan (Admin Bank d 60.000,00 60 000,00 000
144 [b2B Belanjs Pembliharuon 846.004,00 560.500,00 289.504,00
114 |526.03 Bslanja Petglindraan Perdletsn 588.004,00 558 540,00 39.504.00
114 |526.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (List 250.000,00 0,00 250.000.00
148 40,200.000,00 49.200.000,00 0,00
145 |54, 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00
145 [614. 40.200.000,00 40.200.000,00 6,00
115 |[51401 Tuinjanpsh Kedidiikan BPD: 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00
148 Penyedlaan Operasional Pemerintah Desd 29.943.000,00 10.610.000,00 [  19.333.000,00
bersumber dari Dana Desa
148 |52 Belanja Barang dan Jasa 29,943.000,00 10.610.000,00 19.333.000.00
118 | 523 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00
118 | 62301, i St 1 Kabupiateri/K 9,250.000,00 0,00 9.250.000,00
118 | 527 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahken kept 20.693,000,00 10.610.000,00 10.083.000,00
118 |5627.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ki 10.000.000,00 0.00 10,000.000,00
118 52798 Belanja Barang uriluk Diserahkan kepada Masyar 10.,693.000,00 10.610,000,00 83.000,00
12 @ Sa na Pomerintahan Dos 104.648.569.00 100.520.000,00 3.728.869.00
1.21 Penyedlaan Sarana (Aset Tetap) 4.839.569,00 4,800.000,00 39.569,00
Perkantoran/Pemerintahan
121 |82 Befanja Barang dan Jasa 4.839.569,00 4.800.000,00 39.589,00
124|521, Belanja Barang Periengkapan 4,639.569,00 4.800.000,00 39.569,00
121 |521.00 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B 4.839.569,00 4.800.000.00 39.568,00
1.23 Pembangunan/RehabliitaslPghlrigkatan 99,809.000,00 §6.120.000,00 3.689.000,00
Godung/Prasarana Kantor Desa ¥}
123 |53 Belanja Modal 99.809.000,00 §6.120.000,00 3.889.000,00
123 |53z Betanja Modal Pengadagn Peralatan, Mealn den; 99,808.000,00 94.120.000,00 2.889.000,00
123 |53202 Belanja Modal Péralman Elakironlls dan Alat Studi 17.000.000,00 16.300.000,00 700.000,00
123 |53203 Belanja Modal Peralatan Kormputer 12.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00
TR 07/03/2026 12.48.50 3

Halaman 2




Reallsasl a.d 31/12/2024

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI | LEBIH/(KURANG)
{Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 A [ 6
123 |53204 Bolanja Modal Peralatan Mabelait dan Avesssr s 10 BOY 060 00 79 820 000 00 649 060 00
13 Eenaslolaan Admlnlstras] Kepsndpdukan, 19,420.000,00 19.420.000,00 0,00
1.34 Pelayanan Admintstrast Umurn dan 1.200 000,00 1,200.000,00 0,00
Kepondudukan
131 |62 Belanija Barang dan Jaza 1.200 000,00 1.200 000,00 0,00
184 |B22 Belarya Jaxa Honirariom 1.200.000,00 1.200.000,00 0.00
131 hazoe Delanjy Jash Honorpdum Pambiasty Tugas Umus 1 200 600 00 1200 60 a0 0.60
13.2 Penyusunan, Pendatasn, dan Pomiitakhlean 1.200.000,00 1.200.000.00 0,00
Profil Dean **)
132 |82 Belaija Barang dan Jasa 1.200.000,00 1 200 000,00 0.09
132 |522 Bolanja dasa HonoraHum 1.200.000,00 1.200.000,00 0.00
132 |62202 Belaris. Jasa Honorafiim Pembanty Tugas Umun 1.200.000.00 1200 000 60 000
135 Pemelaan dan Analisis Kemiskinan Desn secara 17.020.000,00 47.020.000,00 0.00
Partisipatif
135 |52 Belan)a Barang dan Jasa; 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00
136 |521 : 0,00 0,00 0,00
1356 52101 0,00 0.00 000
135 52105 0,00 0.00 0.60
135 |521.08 0,00 0.00 000
135 |s22 Bilsi $2 iah 1.200.000,00 1.200.000,00 0.00
135 | 52202 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umun 1.200.000,00 1.200.000.00 000
135 |52208 ‘Beianja Jasa Honorariur Petugas: 0,00 0.00 060
185 |s23 > ' 1502000000 |  15.820.000,00 0,00
135 |[52303 Belsinja Kursus Pelatinan. 15.820 000,00 15 820 000,00 ogo
14 Penyelenggaraan Tata Praja Pamerintahan, 174,681.050,00 138.052.550,00|  36.528.500,00
144 Penyelenggaraan Hlusyawara_ﬁ Perencanaan 24.180.000,00 19.184.780,00 1.998.250,00
Desa/Pembahasan APBDes {Reguler)
144 |52 Belanja Barang daniJasa 21.180.000,00 18.181.750,00 1.998.250,00
144|521 Belarija Barang Peitengkepan 12.180.000,00 11.181.750,00 968.250.00
141 |62108 Belanja Barang Cétak dan Pénggfam‘aan 555.000,00 525.500.00 29.500,00
141 |62108 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minim) 11.626.000,00 10.856.250,00 988.750,00
144 |522 Belanja Jasa Honorarlum 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
141 [52205 Belanja Jasa Honorarfumi Peluges 6.000.000,00 6000 000,00 o]
141 (524 Belanja Jasa Sewa 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00
141 |524D Belanja Jasa Sewa Bangunah/Gedung/Ruang 3.000.000.00 2 000 000,00 1000 000,00
142 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lalnnya 6.060.000,00 5,058.000,00 4.000,00
{Musdus, rembug desa Non Repuler)
142 |62, Belan)a Barang dan Jasa 6.060.000,00 5.086.000,00 4.000,00
142 |62 Belanjs Barang Porlongkepan 4.060.000,00 4.056.000,00 4.000,00
142 | 52106 Belanja Barang Celak dan Penggandaan 185.000.00 181 000,00 4.000.00
142 62106 Belanja Barang Konsumuyl (MakianMinum) 3.676.000,00 3875 000,00 0.00

Frinted by8iakpuden

0710372026 12 48 51

Halaman 3




Roallaasi w.d 311 2/2024

KODE REK URAAN ANGOARAN REALISAS! | LEBIH(KURANG)
3 g : (Rp) (Rp) (Pp)
3 4 [ 8
142 1624 Belari)a Jasa Sewa 1.000.000,00 1.000.000,00 o,oti
142 [b24.0, Belans Jasa Bewa Banpunen/Gedungiluang 1.000 600,00 1000 000,00 0,00
143 Panyusunan Dokumen Parencansan Deaa 22.770.000,00 22.800,000,00 210.000,00
(RPJMDesn/RKPDesa dli)
143 |Ba Belanja Barang dan Jass 22.770.000,00 22.600,000,00 270.000,00
143 823 Belarya Perjslensn Dinas 22,770.000,00 22,600.000,00 270.000,00
143 |b2303 Belanjs Kursun Peletihan 22770 000,00 22 600 000.00 270 000,00
14.4 Penyusunen Dokumon Koyangan Dosa (APBDes, B4.814.800,00 B4.514.800,00 0,00
APBDes Parubahan, LPJ dll)
144 |52, BilanjaBarsp diin Jase 84.644.600,00 B4.644.800,00 0,00
144 |622 Belanja Jasé Honorarum 3.600.000,00 2.800.000,00 0,00
144 |6R202 Belanja Jasa Honorarlum Pembanty Tuges Umun 3.600.000,00 3800 000,00 0.00
144 |529. Belanjn Porjslanan.Dinas’ 50.094,000,00 50,914,800,00 0,00
144 |523003 Belanja Kursus Pelatitian 50.914.600,00 50 814 800,00 0,00
148 _m;ﬁg::;:?ﬁmﬁmw tinventarlsast/Penilalan 68.850.000,00 26.800.000,00 32.050.000,00
145 |62 ola) ﬁmngg dén Jans 58.850.000,00 26.800.000,00 |  32.050.000,00
146 |522 .Belenja Jauﬂonmdum 1.200.000,00 1,200.000,00 0,00
145 |522.02 Balanja Jasa Honorarium Pembantu Tuges Urnun 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
145 |523. Balanja Perjalanin Dinss. 57.650.000,00 25.600.000,00 |  32.050.000,00
145 |623.03 Belaila Kursus Pélatihan 57.650.000,00 2500000000 |  32.050.000,00
14.8 Penyusunan Kebljakan Desa (Perdes/Perkados 0,00 0,00 0,00
selaln Parencanaan/Keuangan)
148 |52 Belanjs Barang dan Jash 0,00 0,00 0,00
148 |5241. Belanja Bardng Perlergkapan 0,00 0,00 0,00
146 |52.1.05 Belaiija Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0.00
146 |[52.1.06 Belanja Barang Kohsurmst (Makan/Minum) 0,00 0,00 0.00
146 |524. Belanja Jasa $ewa 0,00 0,00 0,00
148 |624.01. ée'!';an}; Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 0,00 0.00 0,00
14.8 Pangembangan 8istom Informast Dosa 40.000.000,00 10.000,000,00 0,00
148 |BA. Belanja Modal 10,000.000,00 10.000.000,00 0,00
148 |632 Belanja Modal Pengadean Peralatan, Mesin dan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,60
148 |63203 Belanja Modal Paralatan Komputer 10.000.000,00 10.000 000,00 0:00
1.4.10 Dukungan & Boslalisas! Polaksanaan Plikades, 2,308,250,00 0,00 2.308.250,00
Pemiiihan Ka, Kewllayahan & BPD
1440 |52 Belanja Barang dan Jasa 2,306.260,00 0,00 2.308.250,00
1440 |6.2.1. Bolanja Barang Perlongkapan 958.250,00 0,00 956.250,00
1440 | 52.1.01, Belanja Algt Tulis Kantor dan Benda Pos 455.000,00 0,00 455.000,00
14.10 | 62.1.05. Belianja Barang Calak dan Pengyandasn 76.000,00 0.00 75.000,00
1.410 | 5:2.1.08, Belanja Barang Konsums! (Makan/Minum) 428.250,00 0,00 428.250,00
1440 |6.22. Balanja Jass Honorardum 860.000,00 0,00 850.000,00
07/03/2026 12.48.51 Halaman 4



Realisssl s.d 31/12/2024

i’

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISAS! | LEBIM/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 s 8
1410 | 622,01 Belan|a Jasa Honorariuim Tim Pelaksana Keginta: B850 000 .00 0.00 850 000 00
1,440 | 624, Bolsrija Jasa Sowa 500.000,00 0,00 §00.000,00
1410 | 62401, Belanja Jasa Sewa Bangunan/Godung/Runng H00.000.00 0.00 500 000.00
2 BIRANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 16,705700.00|  294.26020000(  21.481.500.00
24 Sub Bldang Pond]dikan 104.400.000,00 104.490.000.00 0.00
244 Ponyelenggaran 98.400.000,00 99.400.000,00 0,00
PAUDITKITPATKAITPO/Madrasah NonFormal
244 |82 Belanjs Baranp dan Jasa 80.400.000,00 99.400.000,00 9,00
244 | 622 Belanjd Jasa Honorarlism. 68,400.000,00 08.400,000,00 0,00
244 5.2.2.04, Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahl/ProfesvKo) 43.200.000,00 43 200 000,00 .00
211 | 52205 Belanja Jasa Honorarium Potugas 55.200.000,00 55.200 000,00 0,00
24.2 Dukuingan Penyelanggaran PAUD (APE, Sarana 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
PAUD dst) ' '
212 |sa Belanji Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
2142 |21 Belinja-Bargny Periengkapén 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
212 |52.101 Belatja Alat Tulis: Kantor déin Benda Pos 6.000.000.00 6.000.000,00 0.00
22 Sub Bidann Kesshatan 123.907.600,00|  109.260.000,00|  14.847.500.00
2.2.4 Penyslonggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes 7.312.500,00 6.962.500,00 360,000,00
Millk Desa (obat, Insentif, K8, dsh)
294 54, Belanja Bﬁ’,-angﬁ_a_n Jasa 7.312.600,00 6.962.500,00 460.000,00
224 |5.2.1. Bé Pertengkapan 7.312.500,00 6.962.500,00 350,000,001
221 |52.190 Belanja Bati ,'::Qbatéﬁﬁétan{ 7.075.000,00 6 725 000,00 350.000,00
221 |521.90; Belsnja Batang Perlengkepan Lainnya 237.500,00 237 500,00 0,00
222 Penyelenggaratn Posyandu (Mka Tambahan, Kis 114,595.000,00 100,297.600,00 14.297.500,00
Bumil, Lamsia, Ingentif) ) )
222 |52 Belanja Barang dan'Jasa 114.695.000,00 100.297.500,00 14.297.500,00
222 |6522 8elanja Jasa Honorariim 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00
222 |52203 Belarija Jasa Hohorarlum/nsentif Pelayanan Dast 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00
222 |527. Belanja:Barang dan Jasa yang Diserahkan kept 60.595,000,00 46,297.500,00 14,297.500,00
222 |527.01 Belanja Bahan Perlenigkapan untuk Digerahkan ke 60.595,000,00 46.297 500,00 14 297.500,00
229 Pembangunan/RehabilitasliPeningkatan/Pengada 2.000,000,00 2.000.000,00 n,00
an Sarana/Prasarana
229 |82 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
229 |521. Belanfa:Barang Peifongkspan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
220 |62189 Belanja Barang Pertengkapan Lalnnya 2.000.000,00 2.000 000,00 0,00
24 Sub Bldahit Kawasan Pemukiman 86.620.20000|  80.01220000  6.516.000,00
244 Dukungan Pelaksanaan Program 10.000,000,00 9.820.000,00 180.000,00
Pambangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
241 |52 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.820.000,00 160.000,00
241 527 Belan]a Barang dan Jasa yang Diserahkan kept 10.000.000,00 9.820.000,00 180.000,00
241 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan hu 10.000.000,00 0.620.000,00 180.000,00
2442 Pembangunan/RehabllitasiPeninpkatan 7.600.000,00 7.497.000,00 3.000,00
Sambungan Alr Berslh ke Rumah Tangga **)

Printad by Siskoudas
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Reallsasi a.d 31/12/2024

KODE REK

URAIAN ANGGARAN REALISAS! | LEBIH/(KURANG)
l 2 g {Rp) {Rp) (Rp)
- 4 5 8
2342 [ % Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4,797.000,00 2.000,00
s Belanje Barang Perlongkapan 4,00.000,00 4.797.000,00 3,000,00
2412 15.21.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150 000,00 1A7 000,00 3000,00
2412 | 52,101, Belanja Bahan Material 4650 000,00 4660 000,00 0.00
2412 | 83, Bolanja Modal 2.700,000,00 2.760.000,00 0,00
2442 | 534 Belanja Motial Gedung, Bangunan dan Toman 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
24.12 | 63.4.02, Bolanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upat 2.700.000,00 2 700 000.00 0,00
2414 Pembangunan/Rohabilitas/Peningkatan Fasliitas 69,026,200,00 62,696.200,00 ,332,000,00
Jamban Umum/MCK umum, dil **)
2404 |82, Belanjs Barang dan Jasa 50.727.000,00 48,784.000,00 4.943.000,00
2444 (5627, -Belanji Barang dan Jasa yang Diserahkan kept 50.727.000,00 45.784.000,00 4.043.000,00
2494 |527.01 Bélanja Bahian Pertengkapan ﬁ‘nlu_k Diserahkan ki 50,727.000,00 45784 000,00 4.943.000,00
2444 | 83 Belanja Modal 18.301.200,00 16.911.200,00 1.380.000,00
1 2494 | 534 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 18.301.200,00 16.911.200,00 1.300.000,00
24.14 | 5.34.01. Belanja Modal Gédung, Bangunan, Taman - Hone 2,581.200,00 2 561.200,00 _0.00.
2414 | 634.02 ' licdal Gedung; Bangunan, Taman - Upat 15,740,000,00 14,350.000,00 1.380.000,00
28 Sub Bidang Perhubungan, Komunlkas! dan- 000,00 582.000.00 118.000,00
282 Penyelengigiaraan Informasl Publik Désa (Poster, 900.000,00 £82.000,00 318.000,00
Baliho DIy ' T A '
282 |52 Btz 900.000,00 582.000,00 318,000,00
262 |521. : 900.000,00 582.000,00 318,000,00
282 |52.1.05, Belanja Barang Cetal dan Penggandaan 900.000,00 562.000,00 318.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 16.966.186,00 13.000,000,00 3.966.186,00
32 ) Bidana Kebudayagn dan Keagamsa 16.96648600| 1300000000  3.966.186,00
323 Penyelenggaran Festival Kesenian, 16.966.186,00 13.000.000,00 3.966.1 86,00
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R, Raya
323 |52 Belanja Barang dan Jasa 16.966.186,00 13.000.000,00 3.966.186,00
323 |624 Belanja Barang Perlengkapan 16.966.186,00 13.000.000,00 3.966.196,00
323 |52108 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 16.966.186,00 13.000.000,00 3:968.186,00
4 G PEMBERD ASYARAKAT 27587000000  245121.37000|  30.748.630,00
42 Sub Bidan an dan Pstarnak 218.370.000,00 191.927,000,00 26.443.000,00
421 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat $4.962.500,00 84.962.500,00 0,00
produksi/pengelolaan/penggilingan)
424 |62 Bslania Barang dan Jasa £4.962.600,00 £4,962.500,00 0,00
421 |521. Belanja Barang Perlengkapan £4.952.500,00 84.962.500,00 0,00
421 | 52142 Bélanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 84.982.500,00 84.962.500,00 0,00
424 Peméliharaan Saluran irigasi Tersler/Sederhana 8,407.500,00 7.837.600,00 770.000,00
424 |52 Belanja Barang dan Jasa 9.407:600,00 7.637.600,00 770.000,00
424 |5286 Belanja Pemeliharaan 8.407,860,00 7.837.500,00 770.000,00
424 152607 Belanja Pemsliharaan Irigasi’Saluran Sungai/Emt 8.407.500,00 7.637.500,00 770.000,00

07032025 12 4851
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Realisas! 8.d 314/12/2024

KOREREH URAIAN ANGGARAN REALISAS! | LEBIHI(KURANG)
i 2 - {Rp) (Rp) (Rp)
4 3 6
s ;:’:‘;f_‘:,f:‘i‘::};ﬁ;::ﬂl:::sb‘Poningknlan Saluran 126.000,000,00 99.327.000,00|  25.673.000,00
426 |Ba. Belanja Modal 125.000.000,00 99.927.000,00|  26.673.000,00
426 | 534 Belanja Mods! Beding, Bangunan dan Taman 120.193.000,00 £4.520:000,00 25.673.000,00
428 |6.34.02 Belar)a Modsl Gedung, Bangunan, Tamar - Upat 53.670.000,00 43810000,00 | 10 080.000,00
426 |534.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahe 66 323.000,00 60.710.000,00 16.613.000,00
426 | 537, Bolnja Modal IrigasVEmbung/Dralnase/Alr Lim 4807.000,00|  4.807.000,00 0,00
426 | B83T.01, Belanja Modal IfigasVEmbuing/Drainase/d!l - Honc 4.807.000,00 4.807.000,00 0,00
433 Peningkatan Kapasitas BPD 27.600.000,00 23.420.000,00 4.080.000,00
433 |52 Balanja Barang dan Jasa 27.,500.000,00 23.420.000,00 4.080.000,00
433 |623 ‘Belanfa Perfalanan Dinas 27.500.000,00 23,420,000,00 4.060.000,00
433 5.2.3.03. Belanja Kuréug Pelstinen 27.500.000,00 23.420,000,00 4.080.000,00
48 Sub Bidang Koperasl, Usaha Micro Kecll dan 3000000000  29.774.370.00 226,630,00
452 ‘Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, 30.000.000,00 29.774.370,00 226.630,00
‘Kacil, Menengah dan Koperas) i
as2 |52 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.774.370,00 225.630,00
452 |s27. Bélénja Barang dan Jase yang Diserahkan kepi 30.000.000,00 29.774.570,00 225.630,00
452 52701 Belanja Bahan Perlengkapan unluk Diserahkan ke 26.190.806,00 26.096.085,00 §4.720,00
452 |s52702 Belanja Bantban Mesin/Peralatan/Kendarazn unlt 3,809.185,00 3.678.285,00 120.910,00
g IDANG PENAN GAN BE AR 30.000.00000|  36.000.000,00 0.00
5a Sub Bida endesa 36.000.000,00 36,000,000,00 0,00
530 Pénanganan Keadaan Mendasak 36.000.000,00|  36.000.000,00 0,00
630 |84 Belanji Tidak Terduga 38,000.000,00 36,000,000,00 0,00
530 |54.1. :gelanja-Tidak Terdaga 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
530 |54.1.01, Betarija Tidak Terduga 38.000.000,00 36.000.000,00 0,00
TJUMLANBELANOA T2OTSRRETO00| 116012100500 | 147438.40,00
SURPLUS | (DEFISIT) ] 28.903.000,00(  160.932.672,00 ﬁ ziﬁ'ig_srﬁ
6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 21,097.000,00 21,097.,000,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebslumnya 21.087.000,00 21,097.000,00 | 0,00

6:1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 21.097.000,00 2109?000.50 0.00

8.2 Pengeluaran Pemblayaan £0.000.000,00 B.DCI £0,000.000,00

622. Penyertasn Modal Desa £0.000.000,00 _b.ﬂd 50.000.000,00

822,01, Ponyertaan Modal Desa 50,000.000,00 000|  50.000.000.00

JUNLAH PEMBIAYAAN (26.903.000,00) 21,097,000,00 |  (50.000.000,00)

032025 12 4051
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Reglisasi s.d 3111212024

ANGGARAN REALISAS! | LEBIH{KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
3 4 5 6
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAR 0,00 172.028.672,00 | (172.029.672,00)
—— — |I||||I||.L" —

‘Dﬂu Lamah

u; 31 Desember 2024




BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA LAMAHU

TAHUN ANGGARAN 2024

KECAMATAN : KECAMATAN BULANGO SELATAN
KABUPATEN ©  KABUPATEN BONE BOLANGO
PROVINSI H PROVINSI GORONTALQ
Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024
No. Tanggal wh“”:m Uraian vo...ﬁn_“.wmu: vgﬁn”“_w-.w: Nomor Buktl ._._ﬂsw_uo_”ﬁ... (Rp) wwz_,”ov
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01/01/2024 Saldo Sebelumnya
Saldo Pindahan 21.097,£00,00 0,00 | - 21.097,000,00 21.097.000,00
2 01/01/2024 Bunga Bank Tahun 2024
4.3.6.01. Bunga Bank 7.456.004,00 0,00 | 0013/TBP/15,2008/2024 7.456.004,00 28.553.004,00
3 01/02/2024 Pendapatan Bungan Bank Bulan Januarl 2024
4.3.6.01. Bunga Bank 6.045,00 0,00 | 0003/BANK/15.2008/2024 6.045,00 28.559.049,00
4 01/02/2024 Admin Bank Bulan Januarl 2024
5.2.5.99. Belanja Jasa Transaksl Keuangan (Admin Bank dll) 0,00 5.000,00 | 0004/BANK/15.2008/2024 (5.000,00) 28,554,049,00
5 01/03/2024 Pendapatan Bungan Bank Bulan Februari 2024
4.3.6.01. Bunga Bank 5.655,00 0,00 | 0005/BANK/15.2008/2024 5.655,00 28.559.704,00
5 01/03/2024 Admin Bank Bulan Februari 2024
5.2,5.99. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 0,00 5.000,00 | Q006/BANK/15.2008/2024 (5.000,00) 28.554.704,00
7 05/03/2024 Dana Desa Tahap I (EARMARK)
4.2.1.01. Dana Desa 333.303.000,00 0,00 | 0001/TBP/15.2008/2024 333.303.000,00 361.857.704,00
8 05/03/2024 Dana Desa Tahap I {NON-EARMARK)
4.2.1,01, Dana Desa 265.546.800,00 0,00 | 0002/TBP/15.2008/2024 265.546.800,00 627.404.504,00
9 05/03/2024 Alokas! Dana Desa (Bulan Januarl dan Februarl)
423,01, Alokasi Dana Desa 48.347.872,00 0,00 | 0003/TBP/15.2008/2024 48.347.872,00 675.752.376,00
10 06/03/2024 Pengasilan Tambaan Kepala Desa Bulan Januari dan Februari
7.1.1.02, Potongan Pajak PPh Pasal 21 245.000,00 0,00 | 00005/KWT/15.2008/2024 245,000,00 675.997.376,00
11 06/03/2024 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
5.2,3.03. Belanja Kursus Pelatihan 0,00 50.914,800,00 | 0001/SPP/15.2008/2024 (50.914.800,00) 625.082.576,00
12 06/03/2024 Tunjangan dan Penghaslian Tambahan Kepala Desa Bulan
Januarl dan Februarl
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 1,200.000,00 | 00D2/SPP/15.2008/2024 (1,200.000,00) 623.882.576,00
13/03/2025 15.26.06 Halaman 1




bl

=

‘1

PEME RINTAII KABI I‘ATFh BONE BOLANG 0
KECAMATAN BULANGO SELATAN

DESA LALULHU

A Baid Nlisdueess [ogprin J7) NF‘ O FA T 200 il

Nomor: 100D M-KBS/H I‘II”HPMHM’M 0“1
Sifat . Rahasi
Penhal. Hngil Tan

Kepada:

Yith, Thn Audit Upvrnsirmal pada bmnﬂlt-_m e l\mmntun l!ulangn Selatan Inbun 2024
Inspekiorat Kabupaten Bone Bn!nnlzo I : j
- '

Tc‘.mpnl

Dengan hormst,

Berdasarkan Nots Pengantae Thny ;\mhl (Tpuwmnal pmia l)usn-dc-m St Kecamatan Bulango
Selatan Tahun 2024 Inspekiorat Kabupaten Bone Bolingo Nomor; H)ﬂle‘:i’th‘ BB/SPT-
DDEGT 2024 Tanggol 19 Agustus 2024 Perihal Hasil Tanggapan Temuan P2HP pada Desa Lamahu

Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten ,mm Bbinngo Tabun Anggamn Dam Desa dan Dana Desa
Fahun Anggaran 2023 dan .p\n;;qzanm 20

4 6k {
- Owin tadu, seharusnya 2

s PAMS: dan Owin Tadu ' - Buku pp :
~sebesar Rp. 7 460,000 Bukw/Bil - Laporan Perjalanan dinas |
[Pergn Pulang hanya 1 yaitu tidiuk ada |
LODD 00 X e 1200000 = SPT dan SPPd udak ada [

| sehurusnyn BukwBil 2 Pulang !

nemor
Lperg

|
Sl 0 ey i

1. Temunn Hasil l"emwrikm‘un e e et L e
Ih-lnnjn Mnknsn l)arm m-m i Dana Desa Tahun 2023
No | Urnian Temuan il SPJ Yang Haras .~ Keterangan
I [ i Gl ‘lmdaklnnjut 1 Tindaklanjut |
3 Terdapat = ﬁmﬁlm_j-nrai_ 3 v _-'Mclicng npl b buskti _Bukll l‘crlumpu‘ l
Tunpangan BPD dart Bulan juni| - - pcrlnngg,un&mwaban yang :mh L
wrd september 2023 -«c‘hc:.ar Bpiouiem oi ymlu ) _' oparan .‘_
3180000 x 7= 22 1350 000 T T T L Tidak terdapat Lapor‘m Kegatan i
P AR SRR S LT R G e )
2| Pegalanan l}m:\.'s_ TLuar Daerah | 1 "{K‘l OO{i | Mclcng.k-\pn i hnkli BukIITuIampw
mengtkuts Rapat koordinast dan . pertanggungiawaban yang sah
Lvaluwast Pemerinuhan, | _ ymlu
Cpemberdayaan  Peémbangunan _
CDess Tingkat  Kab,  Bone £ Ten.inp'\t bukti pembayaran
| Bolango & hotel Swiss Bell P sebesar Rp. 600,000x2 = |
| maleosan mianado selwma 4 hary | i Rp. 1,200,000 hanya | bukt !
kerja tpl 21 s/d 24 Seprembrr - dari PO an. Hasan hasiry dan ;
2023 sn. Masan  hasi,
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bnris-rguris Beuuu Yang Perin '\kmla;mt Perﬁalian
i Hma! Nmmmmr; vagg telah dniuhumn mmm Hnl ﬂni yitng ;sc:%u mendapat p::rlmawi
hmy,p.apan pctbmkan dun peny empurnian «%gﬁu bmkm
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f

* dipungut ke rekening K M,gam sﬁﬁum deﬁgmi.

Tanggal B Mares 2019,

Pengelohun Sistemn Keuangin dest hass mm@mu i‘ﬁ%dﬂ peraturan vang berlaky

Pemenguian ats pajak terhadap bclﬁnt‘ign pmhgx,’fugxm_n dess harus sesund dehjran Perturn
Mentert Dalam negert Nopor 13 Tahun 2014 mt“’ﬁikihiakﬁn perpajakan atas Dana Dosa padi
pasal 31 Permendagn i thachntkan, Bcndnham dus& 'xebmxm waj:h pangut Penghasijan
(PP dan Pajak lnnya, wigib mcnwlmkgm s,dumh pcncnmnm potongan dan prjuk yang

I‘mwm I’emmmn Perundang- undangan.
Proses prnerapan Kasdn Online tscrdmpat mngctolmm M*uan;_mn Desa barus seuat dengan
Bdaran  Sckretans Dacrah  Nomor VDG@BH"D BE2S7 BAN2019 Tentang  Sistem

Pelaksanuan Transaks: Non Tunas daliam Anggumn !’mndﬂpman dan, Belama desn {APBDes

Atasan Langsung {Ktmt]a Desad I?mzdﬁlmm' M‘ugo fsamn harw; mchﬂxukan mmcnkﬁmm W

g bulan sekab yang dibuktikan d&ngwl erita mm Pmmnkﬁa:m Kas.

l‘mkumwrumsuadmmmmsi pcnenm»a bantoan m'dmtalal dan diarsipkan sesuai dcngnn
Jenis- ‘;cmx h’mtufm vang masuk di ()esm :

Pada Penyusunan Anggaran !}ﬂn L‘wm llﬂ!! Mnkﬂb] 'Dmm dt'm harus lm.m;mrhanakau 3
Linsue (Ydeknf, Bfesion dan i l\om'mnj ' '




LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LAMAHU
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

. Printed by Siskeudes 19/03/2024 11.15.38

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN
41, Pendapatan Asli Desa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
4.2, Pendapatan Transfer 1.030.759.590,00 | 1.024.653.017,00 6.106.573,00
4.2.1. Dana Desa 735.263.000,00 735.263.000,00 0,00
4.2.1.01, Dana Desa 735.263.000,00 735.263.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 8.089.569,00. 4.853.741,00 3.235.828,00
4.22.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupater 8.089.569,00 4.853.741,00 3.235.828,00
4.23. Alokasi Dana Desa 287.407,021,00 284.536.276,00 2.870.745,00
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 287.407.021,00 284.536.276,00 2.870.745,00
4.3, Pendapatan Lain-lain 127.401,00 877.455,00 750.054,00
4.3.6. Bunga Bank 127.401,00 877.455,00 750.054,00
4.3.6.01. Bunga Bank 127.401,00 877.455,00 (750.054,00)
JUMLAH PENDAPATAN 1.038.886.991,00 | 1.033.530.472,00 5.356.519,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES 417.820.051,00 396.310.478,00 21.509.573,00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siftap, Tunjangan dan 321.185.706,00 307.199.498.00 13.986.208,00
144 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 35.400.000,00 35.400.000,00 0,80
Kepala Desa
1.4.1 5.1 Belanja Pegawal 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00
1.11 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00
1.1.1 5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
it 5.1.1.80 Penghasilan Tambahan Kepala Desa 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00
11.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 205,600,000,00 202,730,176,00 2.869.824,00
Perangkat Desa
112 |51, Belanja Pegawai 205.600.000,00 202.730.176,00 2.869.824,00
11.2 [ 51.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D 205.600.000,00 202.730.176,00 2.869.524,00
1.1.2 | 5.1.2.01, Penghasilan Tetap Perangkat Dasa 19%.200.000,00 196.330.176,00 2.869.824,00
1.1.2 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00
113 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 1.814.400,00 1.814.400,00 0,00
dan Perangkat Desa
1.13 |51 Belanja Pegawai 1.814.400,00 1.814.400,00 0,00
113 [ 513 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De 1.814.400,00 1.814.400,00 0,00
1.1.3 |51.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 201.600,00 201,600,00 0,00
113 |51.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 1.612.800,00 1.612.800,00 0,00
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KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
114 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 18.513.416,00 16.954.922,00 1.558.494,00
Honor PKPKD dan PPKD dli)
114 5.2 Belanja Barang dan Jasa 18.513.416,00 16.954.922,00 1.558.494,00
1.1.4 52,1, Belanja Barang Perlengkapan 5.395.422,00 5.395.422,00 0,00
1.1.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.623.000,00 3.623.000,00 0,00
1.1.4 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 172.422,00 172,422,00 0,00
1.1.4 | 5.21.07. Belanja Bahan Material 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
114 |56.23. Belanfa Perjalanan Dinas 8.500.000,00 7.460.000,00 1.040.000,00
11.4 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 8.500.000,00 7.460.000,00 1.040.000,00
i.4.4 |5.25. Belanja Operasionai Perkantoran 4.2567.594,00 4.098.500,00 168.454,00
1.1.4 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 964.600,00 927.000,00 37.600,00
1.1.4 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.1.4 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan ljih/Pajak 243.394,00 112.500,00 130.894,00
1.14 5.2.5.90. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank ¢ 60.000,00 60.000,00 0,00
114 |5.26. Belanja Pemeliharaan 350.000,00 0,00 350.000,00
114 5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasl (Lis® 350.000,00 0,00 350.000,00
1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00
1.1.5 5.1. Belanja Pegawai 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00
1.1.5 |5.14. Tunjangan BPD 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00
115 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00
1.1.8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang 22.057.890,00 12.500.000,00 9.557.890,00
bersumber dari Dana Desa
1.1.8 5.2, Belanja Barang dan Jasa 22.057.890,00 12.500.000,00 9.557.890,00
1.1.8 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00
1.1.8 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 8.300.000,00 500.000,00 7.800.000,00
1.1.8 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
1.1.8 5.27. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep: 12.057.890,00 12.000.000,00 57.890,00
1.1.8 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.1.8 5.2,7.99, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyal 2.057.890,00 2.000.000,00 57.890,00
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, 36.816,296.00 35,152.500,00 1.663,796,00
1.3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
Kependudukan
1.3.1 5.2, Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
134 |[5.22 Belanja Jasa Honorarlum 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.3.1 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.3.2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran 28.617.500,00 28.247.500,00 370.000,00
Profil Desa **)
1.3.2 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 28.617.500,00 28.247,500,00 370.000,00
1.3.2 | 521, Belanja Barang Perlengkapan 5.862.500,00 5.862.500,00 0,00
1.3.2 | 5.21.01. Belanja Alat Tulls Kantor dan Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00
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KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1.3.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.162.500,00 1.162.500,00 0,00
1.3.2 5.2.1.09. Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut 4.200.000,00 4,200.000,00 0,00
13.2 |5.22. Belanja Jasa Honorarlum 15.755.000,00 15.755.000,00 0,00
1.3.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 15.755.000,00 15.755.000,00 0,00
1.3.2 2.3, Bslanja Perfalanan Dinas 7.000.600,00 £.630.000,00 370.000,90
1.3.2 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 7.000.000,00 6.630.000,00 370.000,00
1.3.5 Pemetaan dan Anallsls Kemlisklnan Desa secara 6.998.796,00 5.705.000,00 1.293.796,00
Partisipatif
1.3.5 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.998.796,00 5.705.000,00 1.293.796,00
1.3.5 5.2.2. Belanja Jasa Honoratlum 1.260.0060,00 1.200.000,00 0,00
1.35 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 4.200.000,00 1.200.000,00 0,00
135 |5.23. Belanja Perfalanan Dinas 5.798.796,00 4.505.000,00 1.293.796,00
1.3.5 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan  / 5,798.796,00 4.,505.000,00 1.293.796,00
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 59.818.049,00 53.958.480,00 5.859.569,00
1.41 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 13.590.000,00 13.584.000,00 6.000,00
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
1.4.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.590.000,00 13.584.000,00 6.000,00
1.41 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.090.000,00 6.084.000,00 6.000,00
1.4.1 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 277.500,00 271.500,00 6.000,00
1.4.1 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi {Makan/Minum) 5.812.500,00 5.812.500,00 0,00
1.4.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.4.1 5.2.2,05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.4.1 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.4.1 5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.4.2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lalnnya 2.530.000,00 2.528.000,00 2.000,00
(Musdus, rembug desa Non Reguler)
1.4.2 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.530.000,00 2.528.000,00 2.000,00
1.4.2 5.21. Belanja Barang Perlengkapan 2.030.000,00 2.028.000,00 2.000,00
14.2 |5.2.1.05. Beianja Barang Cetak dan Penggandaan 92.500,00 90.500,00 2.000,00
1.4.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.937.500,00 1.937.500,00 0,00
142 |524. Belanja Jasa Sewa 500.000,00 500.000,00 0,00
1.4.2 5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 500.000,00 500.000,00 0,00
1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
APBDes Perubahan, LPJ dll)
1.44 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
1.44 |522. Belanja Jasa Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
14.4 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
1.4.5 Pangelolaan Administrasi/ 26,930,569,00 21.090.000,00 5,140,560 00
Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1.4.5 5.2, Belanja Barang dan Jasa 26.939.569,00 21.090.000,00 5.849.569,00
1.4.5 5.2.1, Belanja Barang Perlengkapan 4.739.569,00 0,00 4.739.569,00
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KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI] LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp} (Rp)
1 2 3 4 5 6
1.4.5 5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B 4.739.569,00 0,00 4.739.569,00
1.4.5 5.2.2. Belanfa Jasa Honorarium 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.4.5 5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.4.5 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000,00 19.890.000,00 1.110.000,00
145 52303 Belania Kursus Pelatihan 21.000.000,00 19.890.000,00 1.110.000,00
1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan 2.530.000,00 2.528.000,00 2.000,00
Informasi Kepada Masyarakat
1.4.7 5.2, Belanja Barang dan Jasa 2,530.000,00 2.528,000,00 2,000,00
14,7 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.030.000,00 2.028.000,00 2.000,00
147 5.2.1.05. Belanja Barang Cctak dan Penggandaan 92.500,00 90.500,00 2.000,00
1.4.7 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.937.500,00 1.937.500,00 0,00
1.4.7 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 500.000,00 500.000,00 0,00
1.4.7 5.2.4,01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 500.000,00° 500.000,00 0,00
14.8 Pengembangan Sistem Informasl Desa 10.628.480,00 10.628.480,00 0,00
1.4.8 |5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.628.480,00 10.628.480,00 0,00
1.4.8 5.2.3. Belanja Petjalanan Dinas 10.628.480,00 10.628.480,00 0,00
1.4.8 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 10.628.480,00 10.628.480,00 0,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 230.051.000.00 229.857.000,00 194.000.00
24 Sub Bidang Pendidikan 112.120.000,00 112.120.000,00 0,00
21.1 Penyelenggaran 107.400.000,00 107.400.000,00 0,00
PAUD/TKITPAITKAITPQ/Madrasah NonFormal
2.1.1 5.2 Belanja Barang dan Jasa 107.400.000,00 107.400.000,00 0,00
2141 522, Belanja Jasa Honorarilum 107.400.000,00 107.400.000,00 0,00
2.1.1 5.2.2,03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des 107.400.000,00 107.400.000,00 0,00
2.1.2 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
PAUD dst)
212 | 5.2 Belan|a Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
21.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
21.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
213 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi 2.220.000,00 2.220,000,00 0,00
Masyarakat
213 5.2, Belanja Barang dan Jasa 2,220.000,00 2,220.000,00 0,00
21.3 523, Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2,220.000,00 0,00
213 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00
2.2 Sub Bidang Kesehatan 110.025.000,00 110.025.000,00 0,00
2,21 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Millk Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
2241 |5.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2,21 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
221 6.2.1.10. Belanja Bahan Obat-obatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
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KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) {Rp)
1 2 3 4 5 6
2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 82.522,500,00 82.522.500,00 0,00
Bumil, Lamsia, Insentif)
2,2.2 5.2 Belanja Barang dan Jasa 82.522.500,00 82.522.500,00 0,00
2.2.2 5.21. Belanja Barang Perlengkapan 5.022.500,00 5.022.500,00 0,00
2.2.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.807.500,00 2.807.500,00 0,00
222 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 715.000,00 715.000,00 0,00
222 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
2.2.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarlum 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
2.2.2 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/insentif Pelayanan Des 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
2.2.2 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkah Kepi 41.500.600,00 41.500.000,00 0,00
2.2.2 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00
223 Penyuluhan dan Pelatlhan Bidang Kesehatan 17.502.500,00 17.502.500,00 0,00
(Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) .
223 |5.2, Belanja Barang dan Jasa ' 17.502.500,00 17.502.500,00 0,00
223 |5.23. Belanfa Perjalanan Dinas 17.502.500,00 17.502.500,00 0,00
223 |5.23.03. Belanja Kursus Pelatihan 17.502.500,00 17.502.500,00 0,00
2.24 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00
2,24 |5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
2,24 |5.27. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi 0,00 0,00 0,00
2,24 5.2,7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyal 0,00 0,00 0,00
24 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 5.000.000,00 4.998,000,00 2.000,00
2441 Dukungan Pelaksanaan Program 0,00 0,00 0,00
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
2.4.4 5.2, Belan]a Barang dan Jasa 0,00 0,00 6,00
2.4.1 5.27. Belanfa Barang dan Jasa yang DIserahkan kepi 0,00 0,00 0,00
2.4.1 5.2.7.01, Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k 0,00 0,00 0,00
2.412 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 5.000.000,00 4.998.000,00 2.000,00
Sambungan Alr Berslh ke Rumah Tangga **)
2.412 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.198.000,00 2.000,00
2412 | 5.21. Belanja Barang Perlengkapan 3.200.000,00 3.198.000,00 2,000,00
2412 | 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 98.000,00 2.000,00
2412 | 5.2.1.07. Belan|a Bahan Material 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00
2,442 |53, Belanja Modal 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
2,412 | 5.34. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
2412 | 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasl dan 2.906.000,00 2.714.000.00 192,000,00
2.6.2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, 900.000,00 708.000,00 192.000,00
Ballho DII)
2.6.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 708.000,00 192.000,00
262 |5.21. Belanja Barang Perlengkapan 900.000,00 708.000,00 192.000,00
2.6.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 900.000,00 708.000,00 192.000,00
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KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/{(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
2.6.3 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi 2.006.000,00 2.006.000,00 0,00
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2,6.3 5.2, Belanja Barang dan Jasa 2.006.000,00 2.006.000,00 0,00
2.6.3 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 2.006.000,00 2.006.000,00 0,00
2.6.3 5.2,6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis’ 2.006.000,00 2.006.000,00 0,00
.§ BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 71.274,980,00 65.774.980,00 5.500.000,00
34 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 20.160.000.00 20.160.000,00 0,00
3.1.90 Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00
Miskin
3.1.90 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00
3.1.80 | 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep: 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00
3.1.90 | 5.2.7.91. Belanja Jaminan Ketenagakerjaan bagi Masyarak 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00
32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 40.114.980,00 34,814.980,00 5.300,000,00
3.2.3 Penyelenggaran Festival Kesenian, 27.040.000,00 21.740.000,00 5.300.000,00
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
3,23 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 12.700.000,00 5.300.000,00
3.23 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 18.000.000,00 12.700.000,00 5.300.000,00
3.23 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 18.000.000,00 12.700.000,00 5.300.000,00
3.23 |53 Belanja Modal 9.040.000,00 9.040.000,00 0,00
3.23 |538. Relznfa Modal Lalnnya 9.040.000,00 9.040.000,00 0,00
3.2.3 5.3.8.03. Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Ke 9.040.000,00 9.040.000,00 0,00
3.2.90 Penguatan Nilal Keagamaan dan Kearlfan Lokal 13.074.980,00 13.074.980,00 0,00
untuk Membentuk Kesalehan Soslal di Desa
3.2.90 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 13.074.980,00 13.074.980,00 0,00
3.2.80 | 5.2.3. Belanfa Perfalanan Dlnas 13.074.880,00 13.074.980,00 0,00
3.2.90 | 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 13.074.980,00 13.074.980,00 0,00
3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 11.000.000,00 10.800.000.00 200.000,00
3.3.3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan 11.000.000,00 10.800.000,00 200.000,00
dan Olaraga Tingkat Desa
3.33 5.2, Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.800.000,00 200.000,00
3.3.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.000.000,00 10.800.000,00 200.000,00
3.33 |56.21.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 11.000.000,00 10.800.000,00 200.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 180.735.500,00 180,735.500,00 0,00
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 133.845.500,00 133,845.500,00 0,00
4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat 133.845.500,00 133.845.500,00 0,00
produksi/pengelolaan/penggllingan)
4.2.1 5.2, Belanja Barang dan Jasa 85.096.500,00 85.096.500,00 0,00
4,21 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 73.046.500,00 73.046.500,00 0,00
421 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 49.000,00 49.000,00 0,00
421 5.21.12. Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 72.997.500,00 72.997.500,00 0,00
4.21 5.24, Belanja Jasa Sewa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00
421 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00
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1 2 3 4 5 6
4.2.1 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00
421 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/lkan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00
4.21 5.3. Belanja Modal 48.749.000,00 48.749,000,00 0,00
4.21 5.34. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 48.749.000,00 48.749.000,00 0,00
421 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal 27.335.000,00 27.335.000,00 0,00
421 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah: 21.414,000,00 21.414.,000,00 0,00
4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan 27.000.000.00 27.000,000,00 0,00
4.5.2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mlkro, 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
Kecll, Menengah dan Koperasl
452 |52 Belenja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
4,5.2 6.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep: 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
45.2 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k 14.873.325,00 14.873.325,00 0,00
452 5.2,7.02 Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan unt 12.126.675,00 | 12.126.675,00 0,00
4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 19.890.000,00 19.890.000,00 0,00
4.6.2 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg 19.890.000,00 19.890.000,00 0,00
dilaksanakan oleh Pemdes)

4.6.2 5.2, Belanja Barang dan Jasa 19.890.000,00 19.890.000,00 0,00
4.6.2 |5.23. Belanja Perjalanan Dinas 19.890.000,00 19.890.000,00 0,00
46.2 |5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 19.890.000,00 19.880.000,00 0,00
5 . BIDANG. .PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT 75.600.000,00 75.600.000,00 0.00
53 Sub Bidang Keadaan Mendesak 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00
5.3.0 Penanganan Keadaan Mendesak 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00
5.3.0 | 5.4. Belanja Tidak Terduga 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00
53.0 |54.1. Belanja Tidak Terduga 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00
53.0 |5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 75.600.000,00 756.600.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 975.481.531,00 948.277.958,00 27.203.573,00
SURPLUS / (DEFISIT) 63.405.460,00 85.252.514,00 | (21.847.054,00)

6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerlmaan Pemblayaan 2.994.540,00 2.994.540,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2.994.540,00 2.994,540,00 0,00
6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 2.994.540,00 2,994.540,00 0,00
6.2, Pengeluarar Pemblayaan 66.400.000,00 66.400.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 66.400.000,00 66.400.000,00 0,00
6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa 66.400.000,00 66.400.000,00 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN (63.405.460,00) (63.405.460,00) 0,00
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L A

Realisasl s.d 31/12/2023

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISAS! | LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
SILPA/SILPA TAHUN BERSALAN 0,00 21.847.054,00 |  (21.847.054,00)

Desa Lamahu, 07 September 2023

Kepala Desa

HASAN HASIRU, S.Pd,.M.SI
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